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ABSTRAKSI 
Leli Amalia Herianto, E 131 12 012 dengan judul skripsi “Ambivalensi 
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap One China Policy” di bawah 
bimbingan Drs. Patrice Lumumba, MA. selaku pembimbing I dan Agussalim 
S.IP., MIRAP. selaku pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendasari kebijakan One 
China Policy. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal 
yang menjadi alasan kebijakan politik luar negeri Indonesia bersifat ambivalen. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi 
literatur yang diperoleh dari sejumlah buku, jurnal maupun artikel. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia pada satu sisi menjalin hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok, di mana hal tersebut juga berarti bahwa Indonesia 
mengakui one china policy. Selain kerjasama di bidang politik, Indonesia dan 
Tiongkok juga menjalin kerjasama di bidang ekonomi; sosial-budaya dan maritim. 
Pada sisi lain, Indonesia juga menjalin hubungan yang sama dengan Taiwan 
dalam berbagai bidang, meskipun dalam derajat yang berbeda. Keadaan seperti 
inilah yang menimbulkan sifat ambivalen bagi Indonesia yang menimbulkan 
pertanyaan dari pihak Republik Rakyat Tiongkok, tentang sikap konsistensi 
Indonesia dengan one china policy. 
 
Kata Kunci : Ambivalensi, Kebijakan Politik Luar Negeri, One China Policy   
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ABSTRACT 
 
Leli Amalia Herianto, E 131 12 012 , “ Ambivalence in Indonesia’s 
Foreign Policy towards One China Policy”, supervised by Drs. Patrice 
Lumumba, MA as Supervisor I and Agussalim S.IP., MIRAP as supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, 
Universitas Hasanuddin. The research aims to find out the answers regarding 
major reasons in implementing One China Policy and describe in details why 
Indonesia’s foreign policy seems to be ambivalent. In order to gather all the 
information regarding main questions of the research, it is really helpful to use 
library research as one among several types of research that usually been used in 
conducting qualitative research. Library research intends to use books, journals, 
articles as main sources of valid information. All the information that had been 
gathered is later used to answer the questions of the research based on 
descriptive-analytic method. The results of the research show that Indonesia is 
indeed adopting One China Policy, proved by relation between two countries in 
term of diplomatic relation. Cooperation between them are extended to various 
level of field such as politic, as well as in economic, social-cultural and maritime. 
Regardless diplomatic ties between Indonesia and People’s Republic of China 
based on One China Policy, Indonesia is also seeking the benefits from 
conducting cooperation with Taiwan in various field. The cooperation between 
Indonesia and Taiwan are shown to be ambivalent towards One China Policy , 
which causes PRC to question Indonesia’s commitment regarding One China 
Policy.. 
 
Keywods : Ambivalence, Foreign Policy, One China Policy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang menganut sistem demokrasi. 
Indonesia secara prinsipil menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip ini 
diakui dan dipegang secara kukuh serta konsisten. Hanya saja, isu yang dihadapi 
berubah dari waktu ke waktu, sehingga pendekatan terhadap isu-isu tersebut 
sering berubah. Dengan demikian, prinsip bebas dan aktif pada hakikatnya tetap 
memberikan peluang pada pemerintah untuk secara kreatif menyikapi berbagai 
masalah yang timbul. Mengingat posisi politik luar negeri yang sangat strategis 
ini, maka kebijakan luar negeri semestinya mendapat penanganan yang strategis 
pula.  
Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRT) 
merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, 
dalam konstelasi perang dingin kala itu. Era Soekarno menjadi tonggak penting 
hubungan persahabatan Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok. Pada masa itu, 
Republik Rakyat Tiongkok bagaikan mercusuar dan penunjuk ke arah mana dan 
bagaimana Indonesia harus dibangun. Kisah-kisah mengenai Republik Rakyat 
Tiongkok dimuat dalam karya-karya sastra, sehingga menyentuh dan menyebar 
luas di masyarakat. 
Hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, dengan 
kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika 
(KAA) pada 18-25 April 1955. Dalam KAA Bandung "Lima Prinsip Hidup 
Berdampingan Secara Damai" yang dikemukakan Republik Rakyat Tiongkok, dan 
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disponsori bersama Pemerintah India dan Myanmar, mendapat dukungan dari para 
peserta. Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pun sepakat untuk mempererat 
hubungan yang telah berjalan baik kala itu, ditandai dengan ditandatanganinya 
perjanjian persahabatan serta persetujuan kerja sama kebudayaan pada 1 April 
1961. Keduanya menjalin suatu kemitraan dalam membangun solidaritas di antara 
negara-negara New Emerging Forces (NEFO). Pola interaksi saling 
menguntungkan ini terus berulang dalam evolusi hubungan bilateral keduanya. 
Namun, pada 30 Oktober 1967 kedua negara membekukan hubungan.1 
Kebijakan pintu terbuka yang dimulai pada era Deng Xio Ping pada akhir 
tahun 1980-an memberikan implikasi pada perubahan ekonomi Republik Rakyat 
Tiongkok yang pada mulanya menganut sistem ekonomi tertutup menjadi terbuka. 
Kebijakan ini menyebabkan dinamika perekonomian negara sangat tinggi dengan 
tingkat pertumbuhan rata-rata dua digit selama beberapa tahun. Pertumbuhan 
ekonomi Republik Rakyat Tiongkok mencapai 10% di atas rata-rata negara 
lainnya di kawasan yang hanya mencapai 5-8%. Kekuatan ekonomi Republik 
Rakyat Tiongkok juga didukung oleh jumlah penduduknya yang sangat besar 
mencapai sekitar satu milyar lebih.2 
Pada era Soeharto, normalisasi hubungan Indonesia-Republik Rakyat 
Tiongkok pada awal 1990-an amat bernilai bagi Republik Rakyat Tiongkok, yang 
saat itu tengah dikecam Barat setelah peristiwa Tiananmen. Presiden Soeharto pun 
melakukan kunjungan balasan pada 14-18 November 1990, dan menyaksikan 
penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, 
                                                          
1Hubungan bilateral. (http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/), diakses pada tanggal 19 
Maret 2016. 
2 Ganewati Wuryandari, “Indonesia dan Dinamika Perkembangan Internasional: Suatu 
Pengantar”, dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik 
Internasional, Ganewati Wuryandari, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 08. 
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dan Kerja Sama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut, kemudian secara 
bertahap membuka hubungan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, hingga 
akhirnya pada 1996,Republik Rakyat Tiongkok menjadi mitra dialog penuh 
ASEAN. Bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Republik 
Rakyat Tiongkok menjadi sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam 
badai krisis finansial Asia pada 1997.3 
Hubungan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah yang 
paling dinamis di Asia Pasifik. Selain menyepakati delapan nota kerja sama, pada 
kunjungan Presiden Jokowi pada Maret silam, Indonesia dan Republik Rakyat 
Tiongkok terus menyinergikan ide Poros Maritim Dunia milik Indonesia dengan 
Jalur Sutra Maritim milik Republik Rakyat Tiongkok.4Atas dasar hal tersebut, 
Indonesia mengakui One China Policy atau kebijakan satu Tiongkok, yakni hanya 
mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya negara yang sah 
menguasai wilayah Tiongkok daratan dan Tiongkok kepulauan. Namun dalam 
praktiknya Indonesia melakukan kerjasama non-ekonomi dengan Taiwan, yakni 
membuka kantor perwakilanya di Taipe, begitu pun sebaliknya.5 
Seperti yang diketahui bahwa, Taiwan menginginkan kemerdekaan dari 
Republik Rakyat Tiongkok. Perselisihan Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan 
dimulai sejak Republik Rakyat Tiongkok menyatakan dirinya sebagai negara 
komunis. Sejak terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara komunis 
(People Republic of China) pada tanggal 1 Oktober 1949, telah ada oposisi untuk 
                                                          
3Ibid. 
4Indonesia-Tiongkok Sepakati Kerja Sama di Delapan Bidang, (2015), Kompas, 26 Maret. 
(http://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/22510981/ Indonesia-Tiongkok Sepakati Kerja 
Sama di Delapan Bidang), diakses pada  tanggal 11 Maret 2016. 
5 Budi Akmal Djafar, Jurnal Luar negeri : Taiwan-Indonesia : To be or not to be. Edisi 
Januari-Juni 2013, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri 
Republik Indonesia, hal. 72-80. 
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pembentukan pemerintahan yang komunis itu sendiri. Oposisi tersebut dilakukan 
oleh Nasionalis Republik Tiongkok di bawah Partai Kuomintang (KMT). 
Para kelompok nasionalis tersebut, lebih menginginkan Tiongkok berada 
dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, Partai Kuomintang di 
bawah kuasa Chiang Kai Shek, kemudian menduduki Taiwan yang terletak 
terpisah oleh sebuah selat dan membentuk pemerintahan sendiri di sana. Sejak 
adanya pendirian pemerintahan sendiri di Taiwan oleh Partai Kuomintang, fokus 
dari pemerintahan Tiongkok daratan di bawah kepemimpinan Mao Zedong 
terhadap Taiwan, adalah menghancurkan Partai Kuomintang dengan tujuan 
utama, yakni membuat Taiwan kembali pada pemerintahan Tiongkok. 
Respon Tiongkok terhadap pergerakan Kuomintang cenderung offensive 
dengan melakukan beberapa serangan di Taiwan. Perencanaan penyerangan telah 
dilakukan pada awal tahun 1950-an, namun hal ini terhenti dengan pecahnya 
Perang Dua Korea ketika masa Perang Dingin. Tiongkok daratan mengalihkan 
fokus militernya untuk membantu Korea Utara dalam proxy war AS dan Uni 
Soviet itu.  
Meskipun rencana penyerangan Tiongkok terhadap pergerakan 
Kuomintang telah teralihkan dengan adanya Perang Dua Korea yang berkecamuk 
di kawasan Asia Timur, akan tetapi hal tersebut tidak membuat perhatian 
pemerintahan Tiongkok daratan beralih selamanya. Pemerintahan Tiongkok 
daratan melanjutkan usaha-usahanya dalam merebut Taiwan kembali menjadi satu 
kesatuan dengan pemerintahan di Tiongkok daratan. Pada tahun 1958, Tiongkok 
melakukan penyerangan terhadap dua wilayah di Taiwan, yakni Quemoy dan 
Matsu sebagai bentuk kecaman atas pemerintahan terpisah yang dibentuk di 
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Taiwan. Meski pada kenyataannya, Taiwan tidak juga mau begitu saja bergabung 
dengan pemerintahan komunis di Tiongkok daratan.6 
Pengakuan dalam hukum internasional tidak hanya terkait dengan 
penerapan kriteria-kriteria hukum. Dalam penerapannya justru pertimbangan 
politik yang akan sangat menentukan.  Hal tersebut yang diinginkan oleh Taiwan. 
Perlu diketahui bahwa Taiwan merupakan salah satu Negara yang memiliki 
pengaruh kuat di kawasan Asia.  
Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun 
1960. Kerjasama perdagangan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan 
Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Volume perdagangan dan investasi 
Indonesia dan Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Taiwan juga 
merupakan salah satu penyumbang investasi asing yang cukup besar bagi 
Indonesia.7 
Hubungan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok menjadi hal yang sangat 
penting bagi kedua negara. Kerjasama kedua negara tidak hanya dalam lingkup 
hubungan diplomatik di bidang politik, namun juga kerjasama di bidang ekonomi, 
sosial dan budaya hingga di bidang maritim. Sehingga, hal tersebut tentu 
membuat Indonesia juga mengakui one china policy, di mana hanya ada satu 
negara sah yang menguasai wilayah Tiongkok daratan maupun Tiongkok 
kepulauan. 
Di sisi lain, kemunculan Taiwan yang menginnginkan pembentukan 
negara berdaulat membuat Tiongkok tidak sepakat dengan hal tesebut. Keinginan 
Taiwan untuk memisahkan wilayahnya menjadi negara yang menguasai Tiongkok 
                                                          
6 Michael Wicaksono, Republik Tiongkok (1912-1949), Jakarta, Gramedia, 2015, hal. 609. 
7 Budi Akmal Djafar, loc.cit. 
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kepulauan tentu berbenturan dengan one china policy. Sehingga, kerja sama 
bilateral dengan kedua negara tersebut dipandang sebagai sikap ambivalen 
terhadap satu kebijakan yang telah disepakati. 
Indonesia merupakan negara yang mengakui kebijakan one china policy 
sejak resminya hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada masa pemeirntahan 
Presiden Soekarno. Indonesia mengakui kebijakan ‘satu Tiongkok’ tersebut, 
sekaligus menjalin kerja sama dengan Taiwan. Penempatan kantor perwakilan 
Indonesiadi Taipei, dan sebaliknya menunjukkan bahwa kedua negara telah 
menyepakati hubungan bilateral. Di sisi lain, hubungan Indonesia dan Tiongkok 
tetap terjalin dengan baik. Sehingga, sikap kebijakan luar negeri Indonesia 
terhadap one china policy menjadi ambivalen. 
Berdasarkan pembahasan pada paragraf sebelumnya, penulis tertarik 
membahas masalah perilaku Indonesia sebagai negara berdaulat yang mengakui 
adanya One China Policy, sehingga penulis mengangkat judul skripsi yakni 
Ambivalensi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap One China 
Policy. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Hubungan Indonesia-Tiongkok sudah terjalin sejak lama. Hal ini ditandai 
dengan banyaknya kerjasama yang diadakan kedua negara tersebut. Secara de 
jure, Indonesia mengakui adanya One China Policy atau kebijakan satu Tiongkok 
yang artinya Indonesia hanya bisa bekerjasama dengan Tiongkok, baik secara 
politik, ekonomi, maritim, sosial dan budaya. Namun karena adanya masalah 
internal antara Tiongkok dan Taiwan saat ini, membuat Indonesia berperilaku 
ambivalen. 
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Berdasarkan batasan pembahasan tersebut, rumusan masalah dirumuskan 
sebagai berikut 
1. Apa yang mendasari kebijakan One China Policy ? 
2. Mengapa kebijakan politik luar negeri Indonesia bersifat ambivalen ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang mendasari kebijakan 
One China Policy. 
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan kebijakan politik luar 
negeri Indonesia bersifat ambivalen. 
2. Kegunaan Penelitian 
Melalui tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat berguna 
sebagai berikut: 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 
kebijakan politik luar negeri, one china policy, dan konsep tentang 
ambivalensi. 
b. Diharapkan hasil tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, 
khususnya akademisi Hubungan Internasional yang ingin meneliti 
topik mengenai ambivalensi kebijakan politik luar negeri Indonesia 
lebih lanjut. 
D. Kerangka Konseptual 
Komitmen adalah ciri tetap dari persoalan internasional. Hal inilah yang 
dicerminkan Indonesia dalam mengaplikasikan kebijakan politik luar negerinya. 
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Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan politik luar negeri adalah gambaran dari 
kepentingan nasional suatu negara, khususnya Indonesia. Kebijakan politik luar 
negeri merupakan instrument kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu 
Negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik 
dunia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. 
Perlu diketahui bahwa tidak semua tujuan Negara dapat dicapai di dalam 
negeri, sehingga dibutuhkan Negara lain dalam menjalin hubungan kerjasama. 
Maka  kebijakan politik luar negeri menjadi instrument utama setiap pemerintahan 
untuk memanfaatkan setiap peluang pencapaian tujuannya. Kepentingan nasional 
sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional karena 
kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri 
suatu Negara. 
Perilaku politik suatu Negara dapat dilihat dari kebijakan politik luar 
negeri yang dijalankannya. Indonesia mengakui adanya One China Policy, yang 
artinya Indonesia mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok daratan dan 
Republik Rakyat Tiongkok kepulauan merupakan suatu kesatuan. Namun, perlu 
diketahui bahwa masalah internal di Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan 
merupakan suatu alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan ide 
One China Policy. Penerapan kebijakan luar negeri One China Policy oleh 
Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga hubungan bilateral dengan 
Republik Rakyat Tiongkok. Namun pada praktiknya Indonesia menjalin 
hubungan kerjasama dengan Taiwan. Sehingga penulis mengangkat permasalahan 
ini karena adanya ambivalensi antara perilaku politik luar negeri Indonesia 
terhadap One China Policy. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia8, Ambivalen adalah sebuah kata 
yang memiliki arti: bercabang dua yang saling bertentangan, seperti mencintai dan 
membenci sekaligus terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada 
waktu yang sama. 
Ambivalensi adalah sebuah istilah dalam studi-studi pascakolonial yang 
erat kaitannya dengan karya Homi K. Bhabha. Ia menurunkan istilah ini dari 
ranah psikoanalisis, di mana tadinya konsep ini mengacu pada hakikat yang tidak 
stabil dari pembentukan identitas. Dari pengertian tersebut muncul usulan gagasan 
tidak hanya tentang kemajemukan pilihan, namun juga tentang potensi memilih 
guna menyeimbangkan atau menopang dua opsi yang berlawanan. 
Dalam diskursus pascakolonial, ambivalensi berkembang menjadi sebuah 
konsep yang berupaya untuk menjelaskan keragaman pilihan-pilihan yang 
ditawarkan kepada subjek-subjek kolonial bagi pembentukan identitas. Cakupan 
pengertian tersebut, ambivalensi cukup kuat dipengaruhi psikoanalisis. Dalam 
tulisan sejumlah pemikir pascakolonial lainnya, ambivalensi mengacu pada 
hakikat yang tidak stabil, berlawanan, tidak identik, dari wacana kolonial. Istilah 
ambivalensi merupakan antitesis dari universalisme.9 
Ambivalen dapat diartikan sebagai kekacauan mental yang ada sebelum 
seseorang memaksa untuk mengakui hal tertentu. Ambivalensi adalah secara fisik, 
ketika kita berkata , ‘di satu sisi’ , kita “bimbang”. Ambivalensi adalah sebuah 
fenomena kesalahpahaman dalam dunia politik. Hal tersebut biasanya bersifat 
suatu ketidakpedulian terhadap sesuatu, meskipun di satu sisi timbul rasa bersalah 
atas hal tersebut.  
                                                          
8Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Team Pustaka Phoenix, hal. 39. 
9Mudji  Sutrisno dan Hendar Putranto, Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas, 
Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 173. 
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Seorang yang ambivalen memiliki pandangan yang sangat bertentangan 
dengan yang lain. Hasil ambivalensi mereka berasal dari sebuah kelebihan, bukan 
sebuah deficit, sebuah pendapat. Ketika dia sedang memilih, atau ketika sedang 
ada suatu pemungutan suara yang bertanya sebuah pertanyaan kepadanya, dia 
menekan ketidaklogisannya ke dalam sebuah kota atau yang lainnya.10 
One china policy merupakan kebijakan yang mengakui hanya ada satu 
Tiongkok yang berhak disebut sebagai entitas satu negara. Kebijakan One China 
Policy memberi penekanan bahwa setiap negara yang ingin melakukan hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok, maka negara tersebut maka harus menghindari 
hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal tersebut disebabkan karena 
Taiwantermasuk ke dalam wilayah teritorial Tiongkok. 
One china policy atau dengan istilah ‘Kebijakan Satu Tiongkok’ atau  
merupakan kebijakan yang dipegang teguh oleh Republik Rakyat Tiongkok 
dengan pusat pemerintahan yang berada di Beijing. Kebijakan tersebut 
menetapkan bahwa hanya ada satu Tiongkok yang berdaulat dan memiliki aspek 
legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat Tiongkok.  
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis ialah deskriptif-analitik. Dimana 
deskriptif-analitik ini merupakan penelitian yang menggunakan pola 
penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. 
Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik 
kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitian deskriptif-analitik 
                                                          
10Why ambivalence is the dark matter of political debate, 22 September 2014, 
(http://www.newstatesman.com/politics/2014/09/why-ambivalence-dark-matter-political-
debate), diakses pada Selasa, 02 Agustus 2016, pukul 23:15 WITA. 
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dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi 
yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga metode ini mampu 
menggambarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap One China 
Policy yang bersifat ambivalen serta pola hubungan antara Indonesia dan 
Taiwan terlepas Indonesia mengakui adanya One China Policy. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan 
mengumpulkan beberapa data yang berasal dari literatur yang bermacam-
macam misalnya buku, jurnal, surat kabar harian, serta media elektronik yang 
sesuai dengan materi skripsi. Adapun tempat mengumpulkan data, yakni: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
b. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
di Jakarta.  
3. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis 
kualitatif. 
4. Metode Penulisan 
Metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan 
menggambarkan masalah secara umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Kepentingan Nasional 
Kepentingan Nasional atau national interest merupakan salah satu 
komponen yang penting dalam Hubungan Internasional. Negara merupakan aktor 
dalam Hubungan Internasional yang sangat memerlukan kepentingan nasional 
dalam melakukan interaksi antar-negara dalam lingkup internasional. Konsep 
kepentingan nasional merupakan konsep yang sering dipakai untuk 
mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku 
internasional. Kepentingan nasional ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara 
mengeluarkan kebijakan tertentu terhadap negara lain.11 
Kepentingan nasional membuat suatu negara berinteraksi dengan negara 
lain. Hal yang mendasari pernyataan sebelumnya adalah tidak semua negara 
memiliki sumber daya yang sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negaranya. Ketika suatu negara sudah tidak mampu lagi memenuhi 
kebutuhan internalnya, maka hal tersebut mendorong negara untuk melakukan 
berbagai tindakan keluar yang menghasilkan interaksi dengan negara-negara lain. 
Sehingga, suatu negara perlu untuk berinteraksi dengan negara lain dengan 
berbagai tujuan yang hendak dicapai, seperti kerja sama politik; pertahanan militer 
hingga sosial budaya. 
 
 
 
                                                          
11 Morgenthau, dalam Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan 
Metodologi, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, 1990, hal. 140. 
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Menurut Hans J. Morgenthau,  
Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum bangsa-bangsa 
untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya 
mereka oleh gangguan negara-negara lain. Dalam arti khusus, 
negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya 
(physical identity); mempertahankan identitas politik (political 
identity); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti 
demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, 
otoriter dan totaliter. Dalam perbandingan terhadap identitas 
cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-
norma dan sejarahnya. 
 
Bagi Morgenthau, kepentingan nasional adalah kondisi permanen yang 
memberikan panduan rasional kepada para pembuat kebijakan untuk bertindak, di 
mana mereka sudah ditetapkan dan didukung oleh dua partai politik dan selalu 
melebihi perubahan-perubahan dalam pemerintahan.12 Kepentingan nasional 
dipandang sebagai petunjuk rasional bagi para elit politik untuk merumuskan 
kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan tersebut akan diimplementasikan menjadi 
kebijakan politik luar negeri. 
Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai 
kemampuan suatu aktor dalam panggung internasional untuk menggunakan 
segenap sumber daya yang terwujud maupun tidak berwujud serta seluruh 
asetnya, digunakan untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa internasional agar 
membawa hasil yang memuaskan. Kekuasaan yang dimaksud adalah apa saja 
yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas 
negara lain. Kemampuan suatu negara untuk mengendalikan prilaku negara dalam 
ranah kekuasaan dan kekuatan ini dapat mempermudah pencapaian kepentingan 
nasional suatu negara terhadap negara lain. 
                                                          
12Morgenthau, dalam buku Scott Burchill & Andrew Linklater, 2011, Teori-teori Hubungan 
Internasional, terj. M.Sobirin,Bandung, Nusamedia, hal. 104. 
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Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami 
perilaku internasional. Kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan 
perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan 
istilah national interest pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang 
penting dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam 
Hubungan Internasional melakukan interaksi antar negara karena didasarkan oleh 
kepentingan nasionalnya. 
Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya 
untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesutu yang dapat 
mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. 
Hubungan kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus 
tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik 
internasional.13 
Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans J. Morgenthau bahwa, 
Kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah untuk melindunngi 
identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh gangguan 
negara-negara lain. Negara harus bisa mempertahankan integritas 
wilayahnya, mempertahankan identitas politik, mempertahankan 
rezim-rezim ekonomi-politiknya seperti misalnya demokratis 
kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan 
totaliter dan sebagainya. 14 
Berdasarkan penjelasan Morgenthau terhadap kepentingan nasional, 
Indonesia memiliki kepentingan nasional terhadap Taiwan. Seperti yang diketahui 
bahwa perkembangan tekhnologi cukup pesat hingga mempengaruhi arus 
perekonomian global. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia harus 
                                                          
13Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal 35 
14Morgenthau dalam P. Anthonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta, 
Graha Ilmu, 2011, hal 165. 
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memiliki kondisi internal ekonomi yang baik dengan meningkatkan keamanan, 
kondisi infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kondisi-kondisi tersebut 
diperoleh dari investor asing yang siap bekerja sama dengan Indonesia. Sehingga, 
Indonesia perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain agar lebih 
mendekatkan diri satu sama lain. 
Kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk 
menjawab tantangan global yang dituangkan ke dalam kebijakan luar negerinya. 
Kepentingan nasional memerlukan faktor-faktor internal, dalam hal ini unsur-
unsur kekuatan dalam negeri, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, 
pemerintahan, militer. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur indikator 
kemampuan suatu negara dalam menerapkan kepentingan nasionalnya. 
Seperti halnya Indonesia, negara berdaulat yang juga memiliki 
kepentingan nasional yang hendak dicapainya dalam percaturan politik global. 
Kepentingan nasional Indonesia diukur dari kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan 
yang kemudian dikenal dengan faktor-faktor internal yang dimiliki oleh Indonesia 
meliputi sumber daya alam yang melimpah; sumber daya manusia; serta kekuatan 
militer. Sehingga, Indonesia juga diperhitungkan dalam politik global demi 
mewujudkan kepentingan nasionalnya. 
Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat diciptakan melalui 
teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama. Seperti halnya interkasi sosial yang 
terwujud melalui kerja sama atau konflik. Konsep kepentingan nasional tersebut 
menekankan pada kelangsungan hidup (survival) dari suatu negara. Setiap negara 
harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), rezim 
ekonomi-politiknya (identitas politik) yang bisa saja demokratis, otoriter, sosialis, 
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atau komunis, dan memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan 
sejarahnya (identitas kultural).  
Berdasarkan tujuan-tujuan umum pada paragraf sebelumnya, para elit 
politik merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat spesifik terhadap 
negara lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Misalnya, 
pembentukan aliansi kekuatan; pemberian bantuan asing; perimbangan kekuatan 
hingga perlombaan senjata. 
Konsep kepentingan nasional pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang 
pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan yang kedua 
mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. 
Kepentingan nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, ketika suatu 
negara bekerja sama secara politik dengan negara lain dengan mengakui kebijakan 
luar negeri negara lain. Seperti halnya Indonesia yang mengakui kebijakan one 
china policy sebagai bentuk kerja sama politik dengan Tiongkok. Tujuannya 
adalah pencapain kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang. Elemen 
kedua dari konsep kepentingan nasional yaitu dengan mempertimbangkan kondisi 
lingkungan strategi disekitarnya. Hal tersebut terlihat pada kerja sama Indonesia 
dengan Taiwan. Padahal, Indonesia telah mengakui hanya ada satu negara 
Tiongkok. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia 
berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam negerinya. 
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Kepentingan nasional menurut T. May Rudy, yaitu: 
Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan 
yang ingin dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara atau 
sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini 
Kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua 
negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup 
rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal 
pokok ini, yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan 
(prosperity), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam 
merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap 
negara.15 
 
Untuk mencapai kesejahteraan seperti yang di ungkapkan oleh T. May 
Rudi, maka suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Setiap 
negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Setiap negara 
dalam interaksinya dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kepentingan 
nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi alasan utama bagi tindakan dilakukan 
oleh setiap negara. Untuk mencapai kepentingan nasional, maka suatu negara 
membutuhkan aspek keamanan dan kesejahteraan. Kedua aspek ini merupakan hal 
pokok yang diperlukan oleh negara dalam mewujudkan kepentingan nasional 
yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan luar negeri. 
Menurut Waltz, kepentingan nasional adalah masing-masing negara 
menetapkan cara yang dipikirnya terbaik terbaik dalam menjalankan 
kepentingannya.16 Kepentingan nasional tersebut tidak hanya menjelaskan 
keinginan negara untuk mempertahankan legalitas politiknya, namun juga 
mempertahankan kelangsungan hubungan dengan negara lain di berbagai bidang 
sebagai bagian dari identitas politik negara tersebut. Jadi, kepentingan nasional 
                                                          
15 T. May Rudy, Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 
Dingin Bandung, Refika Aditama, 2002, hal. 116. 
16Kenneth Waltz, dalam buku Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi 
Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 115. 
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bukan hanya selalu dikaitkan dengan power, akan tetapi juga mencakup nilai, 
norma dan kerjasama ekonomi. 
Kepentingan nasional menurut Paul Seabury, yaitu:  
Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan 
cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan 
dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan 
suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti 
kedua yang sama pentingnya biasa dianggap deskriptif, dalam 
pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan 
yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan 
pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif 
berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). 
Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para 
perumus politik luar negeri.17 
 
Pendapat tersebut memandang bahwa kepentingan nasional sama halnya 
dengan kepentingan suatu bangsa yang tidak hanya dijalankan oleh pemerintah. 
Pemerintah suatu negara memang dilaksanakan oleh pemerintah atau elit politik. 
Namun sebelum dirumuskan, kepentingan nasional berasal dari cita-cita bangsa 
suatu negara. Terdapat proses yang diawali dengan tahap perumusan, proses 
persiapan, pelibatan seluruh elemen pemerintah, hingga faktor-faktor pendukung. 
Tujuan dari proses perumusan kepentingan nasional adalah agar 
kepentingan nasional yang akan dirumuskan menjadi kebijakan luar negeri 
memang menunjukkan tujuan nasional yang hendak dicapai dari suatu negara. 
Kepentingan nasional juga menunjukkan adanya proses pembentukan dari ide-ide 
atau cita-cita suatu bangsa menjadi sebuah kebijakan yang akan 
diimplementasikan ke lingkup internasional.  
 
 
                                                          
17Paul Seabury, dalam buku KJ. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, 
Bandung, Bina Cipta1987, hal.32. 
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Menurut Yusuf, kepentingan nasional adalah: 
Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan diperjuangkan 
oleh suatu bangsa atau negara dipergunakan dalam rangka 
ketertiban internasional.  Konsep ini adalah buatan manusia 
dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan para ahli 
teori politik dan dipatuhi oleh masyarakat, karena disangkutkan 
kepada situasi sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-
ide,kepentingan golongan, dan juga kepentingan para 
perumusnya.18 
 
Kepentingan nasional dipandang sebagai sesuatu yang sangat kompleks 
karena mencakup subtansi, tujuan, aktor yang terlibat dalam perumusan 
kepentingan nasional. Kepentingan nasional sebagai cerminan kondisi domestik 
negara dan menyiratkan keterkaitan internasional dari keberadaan suatu negara. 
Kepentingan nasional merupakan rumusan terhadap seluruh kebutuhan dalam 
negara yang diharapkan terpenuhi melalui berbagai bentuk interaksi dengan 
negara lain. Oleh karena kepentingan nasional merupakan kebutuhan yang 
hendakdipenuhi oleh suatu negara, maka kepentingan nasional merupakan hal 
yang diperjuangkan oleh suatu negara dalam berinteraksi di lingkup global. 
Tujuan dan cita-cita suatu bangsa tercermin dalam kepentingan 
nasionalnya. Seperti halnya tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan perdamaian 
dunia. Turut serta dalam perdamaian dunia membuat Indonesia menjadi salah satu 
anggota negara non-blok. Dampak yang terlihat hingga saat ini, Indonesia bekerja 
sama dengan negara mana pun untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. 
Sehingga, sikap ambivalen Indonesia terlihat dalam pengakuannya pada one china 
policy di satu sisi, sementara di sisi lain bekerja sama dengan Taiwan sebagai 
negara berdaulat.  
                                                          
18 Sufri Yusuf, Hubungan Internasional dan Poltik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan 
Uraian Tentang Pelaksanaannya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 77. 
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Pendapat-pendapat mengenai kepentingan nasional sebelumnya 
menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan hal pokok yang mendasari 
terbentuknya kebijakan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional 
tercermin melalui ide-ide bangsa dan cita-cita negara untuk mewujudkan 
kesejahteraan hingga keamanan wilayah. Seperti halnya kepentingan nasional 
Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, keamanan wilayah hingga 
kesejahteraan sosial dan kestabilan politik dan pemerintahan. Untuk itu Indonesia 
berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. 
Interaksi kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam berbagai bidang, 
khususnya politik dengan Tiongkok membuat Indonesia turut mengakui kebijakan 
one china policy. Akan tetapi, Indonesia juga memiliki kepentingan terhadap 
Taiwan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara yang tidak diauki 
oleh Tiongkok tersebut. Hal ini menunjukkan sikap ambivalen Indonesia terhadap 
kebijakan politik luar negerinya. Sikap ambivalen tersebut tercermin oleh 
diakuinya one china policy oleh Indonesia sekaligus kerja samanya dengan 
Taiwan. 
Agar kepentingan nasional dapat merepresentasikan kepentingan negara 
secara keseluruhan, maka seharusnya kepentingan nasional memuat tentang 
variabel-variabel yang dapat mengukur secara tepat kebijakan dan pencapaian  
pemerintah sebagai pelaksana hubungan luar negeri. Beberapa variabel tersebut, 
diantaranya: 
1. Kualitas, kepribadian, dan cita-cita para pengambil keputusan; 
2. Tipe filosofi struktur dan proses pemerintah; 
3. Adat istiadat dan gaya kultur masyarakat; 
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4. Lokasi geopolitik dan kapabilitas berbagai negara; 
5. Jenis-jenis tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh setiap negara 
tetangganya, negara-negara besar dan organisasi internasional. 19 
Kualitas kepribadian atau karakteristik aktor yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada hasil keputusan kepentingan 
nasional. Latar belakang pendidikan dan pandangan politik aktor akan 
berpengaruh secara tidak langsung pada hasil keputusan. Komponen ini 
berpengaruh lebih kuat dibandingkan elemen lainnya dalam pengambilan 
keputusan. Kelompok-kelompok kepentingan seperti organisasi internasional, 
perusahaan multinasional hingga individu yang memliki akses pada pembuat 
kebijakan.  
Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan 
memahami perilaku suatu negara  di dunia internasional, utamanya terkait dengan 
kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional 
dapat menjelaskan tujuan fundamental faktor-faktor penentu akhir yang 
mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya.20 Selain itu, 
konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana gejolak 
pergerakan atas hubungan negara yang satu dengan negara lainnya. Selain itu, 
kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelasakan karakter suatu negara 
dalam interaksinya dengan negara lain. Seperti kebijakan luar negeri Indonesia 
yang mengakui one china policy. Namun di sisi lain membutuhkan Taiwan 
sebagai mitra kerja sama dalam bidang ekonomi. 
                                                          
19 Theodore A. Colombus, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, 
Bandung, Abardin Cv, 1990, hal. 110. 
20  Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 35. 
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B. Konsep tentang Kebijakan Politik Luar Negeri 
Teori/konsep yang kedua untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri 
suatu negara adalah kebijakan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah 
keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan 
dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan 
oleh suatu negara sewaktu memperjuangakan kepentingan nasionalnya dalam 
hubungannya dengan negara lain.21 Politik luar negeri diartikan sebagai perilaku 
negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri 
merupakan perilaku suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam 
politik global. 
Kebijakan politik luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang 
dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat. Instrumen kebijakan politik luar 
negeri tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam 
politik dunia demi mencapai tujuan nasional suatu negara. Tidak semua tujuan 
negara dapat dicapai di dalam negeri. Oleh karena itu, suatu negara harus menjalin 
hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional.  
Di tengah kondisi global saat ini, kebijakan politik luar negeri menjadi 
instrumen utama setiap pemerintah untuk memanfaatkan setiap peluang 
pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan bentuk 
implementasi dari kepentingan nasional suatu negara. Sehingga, kebijakan luar 
negeri tidak terlepas dari perumusan kepentingan nasional dalam negara. 
Secara umum politik luar negeri merupakan suatu  perangkat formula nilai, 
sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan 
                                                          
21 P. Anthonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional, 2011, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 
177-178. 
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kepentingan nasional di percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri 
mencerminkan kepentingan nasional di bidang luar negeri. Politik luar negeri 
adalah suatu komitmen yang merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, 
baik dalam konteks dalam negeri atau luar negeri sekaligus menentukan 
keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar.  
Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu 
negara terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan 
instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan yang ingin 
dicapai dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu 
negara. Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari 
strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri 
yang telah dirumuskan. Dengan demikian, politik luar negeri yang dijalankan 
suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi 
tertentu yang efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara 
tersebut. 
Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu  perangkat formula 
nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan 
memajukan kepentingan nasional di percaturan internasional. Pelaksanaan politik 
luar negeri mencerminkan kepentingan nasional di bidang luar negeri. Politik luar 
negeri adalah suatu komitmen yang merupakan strategi dasar untuk mencapai 
tujuan, baik dalam konteks dalam negeri atau luar negeri sekaligus menentukan 
keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar. 
Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil 
perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh 
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perkembangan situasi internasional.22 Politik luar negeri setiap negara tentu tidak 
terlepas dari dinamika situasi dan kondisi internasional pada waktu tertentu. 
Seperti halnya Indonesia, dengan politik luar negeri yang berbeda di setiap 
periode kepemimpinan presiden yang memimpinnya. Sehingga, setiap kebijakan 
politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia maupun negara-negara lain 
berdasar pada kondisi internal negaranya dan situasi internasional pada saat itu.  
Selain itu, politik luar negeri dapat diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan 
atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada di 
luar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama 
dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang 
terjadi adalah adanya interaksi negara-negara.23 Politik luar negeri yang kemudian 
dirumuskan ke dalam bentuk kebijakan politik luar negeri digunakan oleh suatu 
negara dalam interaksinya dengan negara lain. 
Kebijakan politik luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang 
dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat. Instrumen kebijakan politik luar 
negeri tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam 
politik dunia demi mencapai tujuan nasional suatu negara. Tidak semua tujuan 
negara dapat dicapai di dalam negeri. Oleh karena itu, suatu negara harus menjalin 
hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional. 
Kebijakan luar negeri adalah sebuah sistem kelembagaan dan tindakan 
yang kompleks yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara-negara dan 
membiarkan negara mereka sendiri beradaptasi dengan lingkungan global. Selain 
                                                          
22 Ganewati Wuryandari, “Indonesia dan Dinamika Perkembangan Internasional: Suatu 
Pengantar”, dalam bukuPolitik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik 
Internasional,Ganewati Wuryandari, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 01. 
23Ibid, hal. 178. 
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itu, kebijakan luar negeri juga dilihat sebagai pembuatan keputusan, yaitu 
bagaimana individu yang ada di posisi pemimpin dan pembuat kebijakan 
menyikapi faktor-faktor dan kondisi-kondisi di luar negara.24 Kebijakan luar 
negeri terdiri atas informasi tentang output dan input dari suatu negara terhadap 
tindakan negara lain maupun opini publik. Semua hal tersebut diproses oleh elit 
suatu negara dalam pembuatan keputusan dengan mempertimbangkan unsur-
unsur kekuatan nasional sebagai perwujudan dari kepentingan nasional. 
Menurut Charles Hermann25,  
Kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan-tindakan yang 
merupakan tindakan resmi para pembuat keputusan yang 
berwenang dalam pemerintah suatu negara atupun lembaga-
lembaga mereka, yang dimaksudkan oleh para pembuat keputusan 
untuk mempengaruhi perilaku para aktor internasional di luar 
negara mereka. 
 
Kebijakan luar negeri dipandang sebagai aksi atau tindakan para elit 
pemerintah suatu negara dalam mencerminkan politik luar negeri negaranya. 
Tujuannya adalah untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional, tidak hanya 
negara-negara, melainkan aktor non-negara; hingga korporasi-korporasi 
internasional. Kebijakan luar negeri menurut Hermann tersebut menekankan pada 
berpengaruhnya kebijakan tersebut terhadap perilaku para aktor-aktor 
internasional.  
Menurut pandangan kaum realis26, kebijakan luar negeri lahir karena 
faktor-faktor eksternal, umumnya tindakan negara-negara lain atau karakteristik 
struktur sistem global. Bebijakan luar negeri berbeda dari jenis-jenis kebijakan 
                                                          
24 Richard W. Mansbach dan Kristen L. Rafferty, Pengantar Politik Global: Introduction to 
Global Politics, terj. Asmat Asnawi, 2012, Bandung, Nusa Media, hal. 411. 
25Ibid, hal. 411. 
26Ibid, hal. 412. 
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publik lainnya dalam arti bahwa ada pembagian yang jelas antara bidang 
internasional dan dalam negeri. Kebijakan luar negeri secara eksplisit dibuat 
untuk mempengaruhi negara-negara lain dan aktor global, sedangkan kebijakan 
dalam negeri dibuat untuk mempengaruhi atau mengukur aktor-aktor dalam 
negeri. 
Untuk memikirkan bagaimana sebaiknya tujuan-tujuan dari politik luar 
negeri itu adalah sebagaimana suatu image of future state affairs and future 
conditions that government through individual policy makers aspire to bring 
about by wielding influence abroad and by changing or sustaining the behavior of 
others states.27 Gambaran hubungan negara-negara dan kondisi di masa yang akan 
datang bergantung pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah dengan didukung 
oleh perilaku negara-negara lain. Sehingga, kebijakan politik luar negeri suatu 
negara dapat berhasil dalam percaturan politik global ketika mampu 
memanfaatkan situasi politik internasional serta sesuai dengan perilaku negara-
negara lain. 
Di tengah kondisi global saat ini, kebijakan politik luar negeri menjadi 
instrumen utama setiap pemerintah untuk memanfaatkan setiap peluang 
pencapaian tujuan-tujuan dari kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri 
merupakan bentuk implementasi dari kepentingan nasional suatu negara. 
Sehingga, kebijakan luar negeri tidak terlepas dari perumusan kepentingan 
nasional dalam negara. 
Kebijakan politik luar negeri tidak serta-merta menjadi suatu bentuk 
kebijakan begitu saja. Akan tetapi melalui berbagai proses pengambilan 
                                                          
27 Ganewati Wuryandari,  Op.cit., hal. 179. 
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keputusan, proses input maupun output, kelompok penekan dan kelompok 
kepentingan, hingga elit politik dalam ranah internal negara. Proses yang dilalui 
tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional suatu negara, yaitu segala hal 
yang ingin dicapai oleh negara dalam interaksinya dengan negara lain. Jadi, 
kebijakan politik luar negeri merupakan perwujudan kepentingan nasional yang 
telah digagas dalam ranah internal suatu negara. 
Kebijakan luar negeri bukan hanya meliputi perumusan tujuan negara dan 
bertujuan untuk menjaga kewibawaan negara di mata dunia, melainkan yang 
terpenting adalah bagaimana meenuhi kepentingan nasional, utamanya adalah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, dalam merumuskan 
kebijakan luar negeri Indonesia perlu mempertimbangkan aspek moral dan 
tanggung jawab negara, yaitu dalam hal ini pemerintah dapat memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakatnya.28 Dalam artian lain, kebijakan luar negeri yang 
dirumuskan oleh pemerintah tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentingan 
nasional bangsanya. 
Hal tersebut juga sesuai dengan pandanganbahwa untuk dapat memahami 
struktur dan tujuan politik luar negeri yang pada dasarnya adalah untuk mewakili, 
menegakkan, membela, memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasional 
dalam forum internasional yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat 
internasional. Kepentingan nasional menjadi prinsip dalam kerangka pelaksanaan 
politik luar negeri. Sehingga, kebijakan politik luar negeri suatu negara 
                                                          
28Adriana Elisabeth, “Globalisasi Ekonomi dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Politik 
Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional, hal. 135. 
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merupakan cerminan dari kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh negara 
tersebut.29 
Kebijakan politik luar negerimenurut Mark R.Amstutz, yaitu explicit and 
implicit actions of govermental officials designed to promote national interest 
beyond a country’s territorial boundaries.30Dalam definisi tersebut terdapat tiga 
tekanan utama, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah; pencapaian kepentingan 
nasional; dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan 
suatu negara. Kebijakan politik luar negeru merupakan aksi atau tindakan tegas 
dan mutlak dari pemerintah negara yang dirancang untuk mempromosikan 
kepentingan nasional negaranya melampaui perbatasan wilayah negara. Kebijakan 
luar negeri dalam definisi tersebut memfokuskan pada kemampuan elit politik 
untuk bertindak hingga melampaui batas teritori negara untuk memperkenalkan 
kepentingan nasional. 
Elemen-elemen utama dari kebijakan luar negeri, yaitu: 
1. Doktrin, nilai-nilai,serta prinsip-prinsip dan komitmen dasar hubungan 
antar-bangsa; 
2. Strategic goals kepentingan dan agenda; 
3. Instrumen-instrumen strategis, aset dan kapabilitas; 
4. Wahana-wahana diplomasi: bilateralisme, regionalisme, dan 
multilateralisme; instrumen diplomasi, ekonomi, bantuan pembangunan, 
misi kebudayaan dan pendidikan; 
5. Pelaku dan pemangku kepentingan dan modalitas koordinasi; 
                                                          
29Ibid, hal. 179-180. 
30 Mark R. Amstutz dalam buku Aleksius Jemadu. 2014. Politik Global Edisi 2 : Dalam 
Teori dan Praktik, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 50. 
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6. Landasan dan sumber-sumber hukum.31 
Berdasarkan unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara 
terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan 
instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan yang ingin 
dicapai dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu 
negara. Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari 
strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri 
yang telah dirumuskan. Dengan demikian, politik luar negeri yang dijalankan 
suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi 
tertentu yang efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara 
tersebut. 
Politik luar negeri juga memiliki ruang lingkup tujuan yang hendak 
dicapai. Ruang lingkup tujuan politik luar negeri menurut K.J. Holsti, yaitu: 
1. Nilai yang berada pada tujuan atau tingkat nilai yang mendorong pembuat 
kebijaksanaan/keputusan dan penggunaan sumber daya negara untuk 
mencapai tujuan itu; 
2. Unsur waktu untuk mencapai tujuan; 
3. Jenis tuntutan tujuan yang dibebankan kepada negara lain ke dalam sistem.  
Ketiga kriteria tersebut dapat membentuk kategori tujuan-tujuan politik 
luar negeri itu sebagai berikut: 
a. Nilai dan kepentingan “inti” (core objectives) yang mendorong 
pemerintah dan bangsa untuk melakukan eksistensinya dalam 
                                                          
31Yayan GH Mulyana, “Grand Design Polugri Dapat Merubah Tampilan Kebijakan Luar 
Negeri Indonesia”, Tabloid Diplomasi, 17 Juni 2012, (http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-
version/1424-grand-design-polugri-dapat-merubah-tampilan-kebijakan-luar-negeri-
indonesia.html), diakses pada Selasa, 14 Juni 2016, pukul 20:37 WITA. 
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rangka mempertahankan atau memperluas tujuan sepanjang bisa 
dilakukan dengan atau tanpa negara lain; 
b. Tujuan-tujuan antara (jangka menengah) biasanya menekankan 
tujuannya pada negara lain (komitmen untuk mencapai tujuan ini 
secara sungguh-sungguh dan biasanya tujuan ini memiliki 
beberapa pembatasan); 
c. Tujuan jangka panjang biasanya jarang memiliki batasan waktu 
untuk mencapainya.32 
Seperti halnya Indonesia yang memiliki ruang lingkup tujuan dari 
kebijakan politik luar negeri dalam hal pengakuan terhadap one china policy dan 
kerjasama ekonomi dengan Taiwan. Kepentingan nasional mendorong Indonesia 
untuk tetap melaksanakan eksistensinya untuk mempertahankan dan memperluas 
tujuan yang hendak dicapainya dalam rangka kerja sama bilateral dengan negara 
lain. Meskipun tidak terdapat kesepakatan dengan Tiongkok dalam hal kerja sama 
ekonomi Indonesia dengan Taiwan, namun Indonesia tetap bekerja sama dalam 
bidang perekonomian dengan Taiwan. Hal inilah yang membuat perilaku politik 
luar negeri Indonesia bersifat ambivalen. 
Perilaku politik luar negeri suatu negara, khususnya Indonesia berdasarkan 
pada kepentingan nasional yang dicapainya. Sikap ambivalen politik luar negeri 
Indonesia menunjukkan kepentingan nasional yang berbeda pada dua negara, 
yaitu Tiongkok dan Taiwan. Kepentingan nasional untuk meningkatkan 
perekonomian yang mendorong Indonesia merumuskan kebijakan luar negeri 
untuk bekerja sama dengan Taiwan. Sehingga, dalam pelaksanaan kebijakan luar 
                                                          
32Ibid, hal. 180. 
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negeri, Indonesia tidak hanya tetap mengakui kebijakan one china policy, 
namunjuga terus mempertahankan kerja sama hubungan bilateral dengan Taiwan 
dalam bidang ekonomi. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI 
INDONESIA DANONE CHINA POLICY 
A. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 
Kebijakan politik luar negeri suatu negara berubah sesuai dengan kondisi 
domestik maupun situasi internasional dalam satu waktu. Politik luar negeri suatu 
negara juga selalu diperbaharui di setiap pemerintahan rezim yang berkuasa pada 
saat itu. Begitu pula halnya dengan Indonesia, yang dituntut untuk memiliki 
kemampuan merespon secara tepat isu-isu global yang senantiasa berubah setiap 
waktu dan semakin kompleks. 
Kebijakan politik luar negeri Indonesia memiliki landasan dan tujuan. 
Landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan dasar atas 
diterapkannya kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam politik global dan 
interkasinya dengan negara-negara lain. Dasar kebijakan atau acuan dalam 
merumuskan kebijakan politik luar negeri Indonesia secara operasional berbeda 
setiap masa pemerintahan presiden. Akan tetapi, landasan idil, yaitu Pancasila, 
yang menjadi dasar dari kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak berubah dan 
tetap menjadi dasar atau landasan idil bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia. 
Adapun tujuan kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan arah 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan politik luar negeri Indonesia memiliki 
tujuan yang berbeda pada setiap periode kepemimpinan. Tujuan kebijakan politik 
luar negeri Indonesia juga berdasar pada faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal berupa landasan operasional yang terdiri dari peraturan-peraturan dan 
kebutuhan masyarakat. Adapun faktor eksternal meliputi perubahan dan 
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perkembangan isu-isu internasional dan situasi politik internasional pada suatu 
waktu tertentu. 
1. Latar Belakang Kebijakan 
Terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia, pertama 
adalah merosotnya kewibawaan negara. Hal tersebut terjadi ketika pemerintah 
tidak memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu 
mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia, lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam 
mengelola konflik sosial. Kewibawaan negara juga semakin menciderai 
karakter dan makna kedaulatan yang lebih memberi keuntungan bagi 
perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional daripada 
kepentingan nasional. 
Persoalan kedua yang dihadapi oleh Indonesia adalah kelemhan sendi 
perekonomian bangsa yang terlihat dengan belum terselesaikannya persoalan 
kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar-wilayah, kerusakan 
lingkungan hidup akobat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan 
ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Sehingga, 
negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat 
besar, baik yang berwujud (tangible), maupun yang bersifat non-fisik 
(intangible) bagi kesejahteraan seluruh rakyatnya. 
Permasalahan ketiga adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, 
politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang 
toleran, memudarkan solidaritas, dan sifat gotong royong. Kegagalan 
pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam 
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relokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing 
kesenjangan sosial. 
Berdasarkan ketiga permasalahan pokok tersebut, presiden Indonesia saat 
ini, yaitu Jokowi memiliki visi: “Perubahan Indonesia menjadi negara yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”33Hal 
tersebut merupakan upaya menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, 
mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
Dalam mewujudkan visi presiden Jokowi tersebut dalam implementasi 
kebijakan luar negeri, maka hal tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut: 
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan; 
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratid 
berlandaskan negara hukum; 
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkut jati diri 
sebagai negara maritim; 
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 
sejahtera; 
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
                                                          
33 Visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK. 2014. “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”. 
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Adapun hal yang berhubungan dengan masalah luar negeri, maka perlu 
untuk menghadirkan peranan negara untuk melindungi dan memberikan rasa 
aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas 
aktif. 
Dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas 
aktif, pemerintahan Presiden Jokowi meletakkan landasan operasional politik 
luar negeri dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu: 
a. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan 
aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara 
maritim, yang ditempuh melalui strategi: 
1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dan penyusunan 
buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas 
aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai 
negara maritim, dan melaksanakan UU No.17 tahun 1985 tentang 
pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on The Law of 
The Sea) secara konsisten; 
2) Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan 
perdagangan; 
3) Konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara 
regular untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang 
berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jati diri 
negara maritim; 
4) Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan 
politik luar negeri dan diplomasi; 
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5) Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI. 
b. Menguatkan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian 
perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas 
wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan 
pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, 
melalui strategi: 
1) Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; 
2) Pelaksanaan doktrin poros maritim dunia.34 
2. Tujuan Kebijakan 
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden melalui 
pemilihan langsung di tahun 2004, SBY mewarisi berbagai persoalan 
multidimensi akibat krisis ekonomi yang belum berhasil dituntaskan secara 
utuh oleh presiden-presiden sebelumnya. Kebijakan politik luar negeri 
Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengambil langkah yang sama 
dengan para pemimpin era reformasi sebelumnya. Fokus kebijakan dan 
diplomasi politik luar negeri yaitu pemulihan kembali citra internasional 
Indonesia. politik luar negeri diharapkan mampu memainkan fungsinya untuk 
membantu pemulihan ekonomi, membantu menjaga keutuhan negara dan 
bangsa, mencegah internasionalisasi isu separatisme dan membangkitkan 
kembali rasa kebanggaan pada masyarakat yang mulai menipis rasa 
kepercayaan dirinya setelah krisis ekonomi di tahun 1997-1998.  
Sifat dari tatanan politik dalam negeri pada era pemerintahan Presiden 
SBY. Proses demokrasi yang terus digulirkan menjadi salah satu faktor 
                                                          
34Rencana Pembangunan Jangka Menegah  2015-2019. Diakses pada 
(http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-
pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/). 
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domestik yang penting dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri 
Indonesia.35Salah satu indikator untuk mengukur upaya diplomasi politik luar 
negeri Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya adalah seringnya 
frekuensi kunjungan dan perjalanan luar negeri oleh Presiden SBY. 
Keterbatasan kemampuan ekonomi menjadikan dukungan ekonomi 
internasional terhadap pembangunan Indonesia merupakan sesuatu hal yang 
penting. Kepiawaian berdiplomasi sangat dibutuhkan untuk menarik kembali 
investasi asing yang masih enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena 
tidak kondusifnya kondisi kepastian hukum dan keamanan dalam negeri 
Indonesia. 
Persamaan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak masa 
pemerintahan presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono adalah 
sama-sama mengupayakan  politik luar negeri Indonesia agar mampu mencapai 
kepentingan nasional. Salah satunya adalah dengan memobilisasi sumber daya 
dari luar untuk membiayai pembangunan ekonomi yang terpuruk. 
Pembangunan ekonomi yang terpuruk tersebut sebagai dampak krisis ekonomi 
kawasan di tahun 1997 dengan memusatkan perhatian pada negara-negara 
donor.36 
Pilihan yang mengutamakan pada negara donor sering kali harus 
mengesampingkan prinsip independensi. Sebaliknya, pilihan yang 
mengutamakan pada independensi akan mengorbankan pembangunan. Hal 
tersebut merupakan pilihan yang sulit dalam formulasi kebijakan luar negeri 
                                                          
35 Athiqah Nur Alami, “Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam buku 
Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik, Genewati Wuryandari dkk.,  
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 53. 
36 Genewati Wuryandari, “Enam Dekade politik Luar Negeri Indonesia: Sebuah Catatan 
yang Terlewat”, Ibid., hal. 10. 
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Indonesia yang sering terjebak pada persoalan menjunjung tinggi prinsip 
kemandirian pada satu sisi dan ketergantungan pada sisi lainnya. 
Perumusan kebijakan politik luar negeri di masa Presiden Jokowi 
diwujudkan melalui diplomasi kerakyatan. Hal tersebut diterjemahkan dalam 
langkah-langkah mewujudkan sifat diplomasi yang membumi, berorientasikan 
pada kepentingan rakyat, dan dapat memberikan manfaat.  
Dalam tataran orientasi kebijakan, hal tersebut dipandang sebagai upaya 
bagi pelaku diplomasi dan politik luar negeri dalam menerjemahkan komitmen 
poltik yang pro rakyat. Ekonomi kerakyatan sebagai kebijakan yang 
berorientasi pada sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.  
Selain itu, pilihan isu dalam diplomasi dapat pula menentukan politik luar 
negeri yang dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Secara umum, 
ada kesan bagi kalangan masyarakat bahwa politik luar negeri dan diplomasi 
itu hanya untuk kelas elit. Untuk terlibat serta dan berpartisipasi aktif di 
dalamnya, maka diperlukan koneksi antara hal yang diperjuangkan oleh para 
diplomat dengan kebutuhan masyarakat. 
Kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden 
Jokowi cenderung inward looking, yaitu lebih fokus pada urusan dalam negeri 
atau ditujukan semata-mata untuk membenahi kondisi internal Indonesia. 
Berdasarkan pada prinsip bebas-aktif yang dapat dilihat dalam rumusan visi 
dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun 
misi atau tujuan kebijakan luar negeri Jokowi-JK . Tujuan tersebut adalah: 
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1. Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan 
diplomasi dan membangunkerjasama internasional; 
2.  Meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang 
menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global 
secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang 
secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara 
Indonesia; 
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-Pasifik, dan; 
4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, 
aspirasi dan keterlibatan masyarakat.37 
Demikian pula dengan empat prioritas yang ditawarkan oleh Presiden 
Jokowi, yaitu:  
1. Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri;  
2. Perlindungan sumber daya alam dan perdagangan;  
3. Produktivitas perekonomian; dan  
4. Pertahanan keamanan nasional, regional serta perdamaian dunia.  
Selain itu, Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus pada komitmen pemberian 
dukungan bagi kemerdekaan dan keanggotaan Palestina di PBB. Jokowi juga 
mengedepankan diplomasi total di dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan 
negara-negara lain. 
 
                                                          
37Mangadar Situmorang, “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah  
Pemerintahan Jokowi-JK”, makalah dipresentasikan dalam kegiatan Networking,Kantor 
Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Hotel Grand Serela, Hegarmanah, 
Bandung, 15 September 2014, hal. 71. 
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B. One China Policy 
1. Landasan One China Policy 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan suatu negara yang terkenal 
sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Republik 
Tiongkok dikuasai oleh orang-orang nasionalis Tiongkok yang dipimpin oleh 
Chiang Kai-shek yang sebelumnya pernah dipimpin oleh Chun Yat Shen. 
Namun, terjadi perang sipil di Tiongkok ketika orang-orang berhaluan komunis 
yang dipimpin oleh Mao Zedong masuk dan ingin menguasai Tiongkok. 
Akhirnya kekalahan pun harus diterima oleh orang-orang sosialis yang lantas 
pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama 
Taiwan.  
Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan tidak serta merta membuat 
kondisi perpolitikan di Tiongkok membaik. Justru hubungan diplomatik 
diantara Tiongkok dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah 
dari Tiongkok, Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh 
beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari 
Negara Tiongkok.38 
Sehingga, Pemerintah Tiongkok Pemerintahmengeluarkan kebijakan yang 
dinamakanOne China Policy. One China Policy atau “Kebijakan Satu 
Tiongkok” merupakan sebuah formulasi kebijakan yang dipegang teguh oleh 
Republik Rakyat Tiongkok dengan sentrum pemerintahan di Beijing. 
Kebijakan tersebut menetapkan bahwa hanya ada satu Tiongkok yang 
                                                          
38Yosias Marion & Arthur Wabiser, The Sino – Us Relationship : Studi Kasus Kebijakan 
Amerika Serikat Terhadap One China Policy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Udayana, hal. 7-8. 
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berdaulat dan memiliki aspek legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat 
Tiongkok.  
Namun, pendudukTiongkok di wilayah Taiwan dengan pusat 
pemerintahan di Taipei juga mengklaim sebagai bagian dari Republik Rakyat 
Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok mendeklarasikan kepada forum 
internasional bahwa pihak Taiwan sudah selayaknya tunduk pada kebijakannya 
tersebut karena Taiwan telah terikat pada konsensus yang telah disepakati oleh 
perwakilan kedua belah pihak pada tahun 1992 di Hongkong. Oleh karena itu, 
Tiongkok menganggap bahwa eksistensi kebijakan yang hanya mengakui 
adanya satu Tiongkok ini merupakan status quo yang tidak dapat diganggu 
gugat oleh Taiwan. 
Selama memerintah di Taiwan, Chiang Kai Shek tetap menggunakan 
nama People Republic of China sebagaimana nama yang digunakan di 
Tiongkok daratan. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Beijing 
mengeluarkan kebijakan One China Policy terhadap Taiwan dan tetap berusaha 
memperjuangkan kebijakan tersebut di ranah internasional. Pemerintah 
Tiongkok menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok 
daratan dan bagaimana pun caranya Tiongkok harus merebut kembali Taiwan 
sebagai bagian dari negaranya meskipun harus menggunakan kekerasan.  
Sementara itu, Taiwan sendiri pun bersikeras bahwa hubungan antara 
Taiwan dengan Tiongkok merupakan hubungan antar negara bukan hubungan 
antara pemerintah pusat dengan propinsinya. Taiwan melihat bahwa upaya 
reunifikasi oleh Tiongkok tersebut hanya dapat terjadi jika Tiongkok menjadi 
negara yang demokratis. 
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Sejarah Tiongkok pasca kerajaan juga diperoleh melalui wawancara 
dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA. bahwa, 
Secara historis ketika Cina pasca kerajaan, Cina dibawah rezim 
Kuomintang. Lalu tahun 1949 Cina mainland berpindah rezim ke rezim 
komunis. Tapi, sampai tahun 1970, Cina masih diwakili oleh rezim 
Kuomintang. Yang menguasai sebagian besar daratan Cina, tidak 
mewakili di PBB. Dalam hal ini, Cina menganggap dirinya sebagai satu 
bangsa, one nation. Hanya ada satu china di dunia ini. Sehingga yang 
berhak mengklaim dirinya sebagai bangsanya adalah Republik Rakyat 
Tiongkok. Artinya, Taiwan itu tidak berhak mewakili PBB dan dalam 
kesepakatan adanya one china policy, Indonesia hanya mengakui hanya 
Beijing. Seperti pada PNS yang hendak ke Taiwan tidak boleh pakai 
passport dinas kalo mau ke Taiwan, passpor hijau saja. Sampai sekarang 
di Taipei hanya ada perwakilan dagang. Di sini (Indonesia) juga sama, 
hanya ada perwakilan dagang dan tidak ada perwakilan diplomatik.39 
 
Berdasarkan pemaparan di atas, rezim politik Kuomintang di Tiongkok 
mengantarkan pada munculnya kebijakan one china policy. Rezim Kuomintang 
yang menguasai seluruh daratan Tiongkok menginginkan adanya satu negara 
dan bangsa Tiongkok. Hal itu membuat Taiwan, sebagai sebuah wilayah yang 
berbentuk pulau (Pulau Formosa) di sebelah tenggara daratan Tiongkok. Pulau 
itu dipisahkan dari Tiongkok daratan oleh Selat Taiwan. Sedangkan Taiwan 
menginginkan untuk membentuk negara sendiri. Sehingga, sejak 
diberlakukannya kebijakan one china policy, maka Taiwan tidak berhak 
mewakili Tiongkok dalam PBB. 
Namun, mantan presiden Taiwan Chen Shui-bian menolak untuk 
mengakui doktrin kebijakan Tiongkok tersebut dan ia mengaku bahwa sejak 
tahun 1949, sinergi antara Tiongkok and Taiwan tidak pernah lagi terwujud. 
Oleh karena itu, Taiwan terus mengupayakan negosiasi demi meraih 
                                                          
39 Hasil wawancara dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA., peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI,  
31 Mei 2016.   
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kedaulatan penuh sebagai satu negara yang tidak identik dengan Republik 
Rakyat Tiongkok.40 
Perselisihan Tiongkok dan Taiwan dimulai sejak Tiongkok menyatakan 
dirinya sebagai negara komunis. Sejak terbentuknya Tiongkok sebagai negara 
komunis (People Republic of China) pada tanggal 1 Oktober 1949, telah ada 
oposisi untuk pembentukan pemerintahan yang komunis itu sendiri. Oposisi 
tersebut dilakukan oleh Nasionalis Republik Tiongkok di bawah Partai 
Kuomintang (KMT). Para kelompok nasionalis lebih menginginkan Tiongkok 
ada dalam pemerintahan yang demokratis karena itu kemudian KMT di bawah 
kuasa Chiang Kai Shek kemudian menduduki Taiwan yang terletak terpisah 
oleh sebuah selat dan membentuk pemerintahan sendiri di sana. Sejak adanya 
pendirian pemerintahan sendiri di Taiwan oleh KMT, fokus dari pemerintahan 
Tiongkok daratan di bawah kepemimpinan Mao Zedong terhadap Taiwan 
adalah menghancurkan KMT dengan tujuan utama, yakni membuat Taiwan 
kembali pada pemerintahan Tiongkok.41 
Respon Tiongkok terhadap pergerakan KMT cenderung ofensif dengan 
melakukan beberapa serangan di Taiwan. Perencanaan penyerangan telah 
dilakukan pada awal tahun 1950-an, namun hal ini terhenti dengan pecahnya 
Perang Dua Korea ketika masa Perang Dingin. Tiongkok mengalihkan fokus 
militernya untuk membantu Korea Utara dalam proxy war AS dan Uni Soviet 
itu. Meski telah teralihkan dengan adanya Perang Dua Korea yang berkecamuk 
di kawasan Asia Timur, namun hal tersebut tidak kemudian membuat perhatian 
                                                          
40 Shirley A Kan, “China-Taiwan: Evolution of the “One China Policy”, Statements from 
Washington, Beijing, and Taipei: Congressional Research Service, 2009. 
41 Parris H. Chang, “Beijing’s Unification Strategy Toward Taiwan and Cross-Strait 
Relations”, dalam The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 25, No. 3, 2014, hal. 300. 
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pemerintahan Tiongkok beralih selamanya. Pemerintahan Tiongkok 
melanjutkan usaha-usahanya dalam merebut Taiwan kembali menjadi satu 
kesatuan dengan pemerintahan di Tiongkok. Pada tahun 1958, Tiongkok 
melaukan penyerangan terhadap dua wilayah di Taiwan, yakni Quemoy dan 
Matsu sebagai bentuk kecaman atas pemerintahan terpisah yang dibentuk di 
Taiwan. Meski pada kenyataannya, Taiwan tidak juga mau begitu saja 
bergabung dengan pemerintahan komunis di Tiongkok daratan.42 
Selain itu, perselisihan antara Tiongkok daratan dan Taiwan juga 
tergambar dari penjelasan Nanto Sriyanto, S.IP., MA. bahwa, 
Kalau berbicara sejarah, ketika ada pemberontakan PRRI 
PERMESTA, Taiwan itu mengirimkan pilot yang dikendarai oleh 
Amerika Serikat. Jadi pesawat itu datang dari Taiwan, Pulau 
Formosa bagian atas. Tapi kemudian di Indonesia, ironisnya 
sweeping anti-China dilakukan pada semua , baik dari Beijing 
maupun Taiwan. Pada tahun 1950-an, peranakan China di 
Indonesia ada yang mendukung China mainlad, ada juga yang 
mendukung Taiwan. Salah satu tujuan dari Undang-Undang yang 
melarang orang berdagang sampai wilayah ke bawah kabupaten, 
adalah untuk membatasi pergerakan orang-orang Tionghoa yang 
mendukung Taiwan. Dalam sejarah, jenderal-jenderal Taiwan itu 
banyak di-support oleh Amerika. Indonesia membeli senjata yang 
kebanyakan diperoleh dari pasar-pasar gelap. Bahkan Kuomintang 
itu punya waktu yang cukup karena Uni Soviet waktu awal perang 
dingin justru tidak mendukung Partai Komunis Tiongkok yang se-
ideologis dan malah bekerjasama dengan Kuomintang yang besar 
dan patut untuk didukung. Ketika Jepang sudah mulai terdesak, 
pihak komunis Tiongkok menguasai seluruh daratan dan ketika 
terdesak, mereka lari ke pulau. 
 
Persoalan internal Taiwan adalah pro kemerdekaan yang diinginkan oleh 
rakyatnya yang tercermin dari pemerintahan yang berlangsung di suatu waktu. 
Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nanto Sriyanto, S.IP.,MA. 
                                                          
42Ibid, hal. 301.  
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mengenai persoalan Taiwan yang menginginkan kemerdekaan pada 
pemerintahan sebelumnya. 
Ya, itu di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tetap ada sebagai isu 
politik di Taiwan yang pro kemerdekaan atau apapun. Tapi terakhir 
Xi Jinping bertemu dengan presiden Taiwan di Singapura. Secara 
diplomatik mereka sudah bertemu, problem antara kedua wilayah 
ini bisa diselesaikan. Terkait isu perang dingin yang pernah ada, 
permasalahan Selat Taiwan oleh banyak negara menganggap 
bahwa permasalah itu diselesaikan oleh Beijing dan Taipei. Posisi 
Taiwan sejauh ini tetap memiliki hubungan luar negeri namun 
sangat terbatas dan sangat sedikit. Sebagian di negara- negara 
Afrika dan negara-negara Amerika Latin, sangat kecil jumlahnya. 
Karena perhitungannya seperti begini, antara Taiwan dan 
Tiongkok, jelas sekali bahwa orang-orang lebih memilih Tiongkok 
secara ekonomi. Oke, secara teknologi Taiwan bisa lebih unggul, 
namun itu hanya beberapa persen dari teknologi yang bisa dikejar 
oleh Tiongkok.43 
 
2. Substansi One China Policy 
Kebijakan One China Policy menegaskan bahwa setiap negara yang ingin 
melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok maka harus menghindari 
Taiwan karena ia masuk ke dalam teritorial Tiongkok. Kebijakan One China 
Policymembuat Taiwan harus tunduk padakebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah Tiongkok. Akan tetapi, kebijakan inimendapat reaksi negatif dari 
Taiwan.Mereka tidak menginginkan untukbergabung ke dalam Tiongkok di 
bawah satupemerintahan. Taiwan menganggap bahwadaerahnya adalah negara 
yang berdaulatkarena secara de facto, Taiwan sudah dapat dikategorikan 
sebagai sebuahnegara.44 
Namun, reaksi dari Taiwan tidakserta merta membuat Tiongkok 
harusmembatalkan kebijakan yang telah dibuat. Tiongkok malah membuat 
                                                          
43 Hasil wawancara dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA., peneliti pada Pusat Penelitian 
Politik LIPI, 31 Mei 2016. 
44Yosias Marion & Arthur Wabiser, loc.cit. 
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aturan main yangketat bagi para negara yang ingin menjalinhubungan 
dipolmatik dengan Tiongkok. Bahwatidak boleh menjalin hubungan 
denganTaiwan apabila negara lain inginmembangun hubungan diplomatik 
dengan Tiongkok. Atau dalam kata lain, negara yangingin bekerjasama dengan 
Tiongkok harusmematuhi kebijakan One China Policytersebut.45 
Kebijakan one china policy yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Tiongkokmengeluarkanbunyiyangisinyamenujukkan bahwa hanya ada satu 
Tiongkok yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwanmerupakan bagian dari 
Tiongkok dan tidakdianggap negara yang membentuk dirinyadia sendiri di luar 
Tiongkok. Pemerintah Tiongkok juga mengakuai atas wilayah 
sepertiHongkong, Macau dan Taiwan sebagainegara yang terintegrasi dengan 
Tiongkok.Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatik dengan Tiongkok 
harus melalui satupemerintahan saja dan hal ini harussetidaknya disetujui oleh 
negara yang inginmenjalin kerjasama dengan Tiongkok. 
Tiga dekade sejak tahun 1958, Tiongkok menghentikan serangan-serangan 
terhadap Taiwan dan sebagai gantinya kedua entitas tersebut kemudian mulai 
aktif  bersaing melakukan kegiatan pada arena internasional yang ada. Hal 
tersebut merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan keduanya untuk 
memperoleh pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Taiwan ingin 
memperoleh pengakuan sehingga entitasnya dapat dikatakan sebagai negara 
berdaulat dan Tiongkok tentunya mencari dukungan untuk 
mengimplementasikan kebijakan untuk menarik Taiwan kembali ke dalam 
pemerintahan resmi Tiongkok daratan.46 
                                                          
45Ibid. 
46Parris H. Chang, Op.cit., hal. 302. 
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Pada tahun 1979 sejak berkembangnya relasi diplomatis Tiongkok dan 
Amerika Serikat, Tiongkok mulai menunjukkan adanya komitmen yang baik 
dalam berhubungan dengan Taiwan. Sejak 1958 Tiongkok telah menghentikan 
cara-cara agresif dalam menarik Taiwan kembali kepada Tiongkok daratan. 
Namun, sejak 1979 perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tiongkok 
menunjukkan kemajuan sikap dan hubungan yang baik dengan Taiwan. Hal 
tersebut ditandai dengan terbukanya Tiongkok daratan bagi penduduk Taiwan 
yang ingin berkunjung untuk menemui keluarga mereka yang tinggal di 
Tiongkok daratan. 
Selain beberapa hal di atas, Tiongkok juga memberikan kesempatan bagi 
Taiwan untuk saling melakukan perdagangan secara langsung sehingga tercipta 
hubungan perdagangan di antara keduanya. Pemerintahan di Tiongkok daratan 
mencoba menarik Taiwan dengan dialog-dialog damai dengan pemerintahan 
yang ada di Taiwan. Hal ini dilakukan misalnya ketika pada tanggal 24 Juli 
1982 wakil ketua National People Congress (NPC) dari Tiongkok daratan, 
yakni Liao Chengzi menulis surat kepada pemerintah KMT di Taiwan yakni 
Chiang Ching Kuo sebagai permintaan untuk melakukan dialog damai antara 
CCP dan KMT. 
Tiongkok bermaksud untuk membujuk Taiwan untuk kembali bergabung 
dengan Tiongkok dengan memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk 
menikmati otonomi khusus dan menjadi daerah administrasi khusus. Hal 
tersebut masih menjadi bahan negosiasi antara Tiongkok dan Taiwan. Bahkan, 
Presiden Tiongkok Deng Xiaoping pada saat itu juga merumuskan proposal 
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untuk memberikan insentif kepada Taiwan sebagai bentuk negosiasinya. 
Proposal tersebut berisi empat poin, yaitu:  
a. memperbolehkan Taiwan membeli senjata di luar negeri;  
b. memberikan kesempatan untuk membuat peraturan dan hukum tanpa 
campur tangan Tiongkok;  
c. mengeluarkan paspor untuk penduduk Taiwan dan visa untuk pengunjung 
luar negeri; dan  
d. memperbolehkan penggunaan bendera sendiri di bawah nama “China, 
Taipei”.  
Keempat hal tersebut lalu dirumuskan dalam kebijakan Deng Xiaoping 
terhadap Taiwan, yaitu One State Two System. Perubahan sikap Tiongkok 
menunjukkan bahwa Tiongkok tentunya masih tetap ingin melakukan unifikasi 
dengan Taiwan dan hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang damai, tidak 
seperti sebelumnya yang identik dengan kekerasan-kekerasan. Cara tersebut 
ditempuh sebagai usaha untuk membentuk interdependensi Taiwan terhadap 
Tiongkok, sehingga Taiwan bersedia kembali bergabung dengan Tiongkok. 
Sejak berakhirnya masa pemerintahan Mao Zedong, kebijakan Tiongkok 
terhadap Taiwan lebih mengarah pada kebijakan yang mengutamakan 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sejak Deng Xiaoping memimpin, 
hingga Tiongkok dalam kepemimpinan generasi ketiga, termasuk Qian 
Qinchen dan Jiang Zemin, strategi yang diterapkan oleh Tiongkok dalam usaha 
reunifikasi dengan Taiwan dengan mengutamakan kerja sama ekonomi. 
Bahkan generasi ketiga, Qiang Qinchen meminggirkan permasalahan politik 
hubungan Tiongkok dan Taiwan, khususnya yang terkait dengan “tiga 
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hubungan langsung” atau three direct link yang telah diberikan Tiongkok 
kepada Taiwan.47 
Selain itu, dalam pemerintahan generasi ketiga di Tiongkok juga terjadi 
perubahan definisi dari One China Policy itu sendiri yang ditujukan untuk 
lebih menekankan bahwa Tiongkok dan Taiwan adalah satu kesatuan dan tidak 
ada yang dapat memisahkannya. Hal tersebut juga sebagai respon 
Tiongkokuntuk Taiwan karena Taiwan semakin menunjukkan keinginan yang 
kuat untuk demokratisasi dengan membangun hubungan yang baik dengan 
Amerika Serikat. Tiongkok telah menjalankan kebijakan yang agresif hingga 
mengalami perubahan ke arah yang lebih diplomatis hingga perubahan makna 
One China Policy itu sendiri. Sementara Taiwan juga telah menerima banyak 
implementasi perubahan kebijakan Tiongkok itu sendiri. 
Menurut salah sumber48 yang menjelaskan bahwa One China Policy atau 
Kebijakan Satu Tiongkok secara de jure, Indonesia hanya menjalin hubungan 
diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Walau tidak memiliki 
hubungan diplomatik secara khusus dengan Indonesia, Pemerintah Taiwan 
tetap bergeliat dalam meningkatkan kerjasama dan investasi, karena jumlah 
penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan tetap tinggi. Selain itu, 
ketertarikan ini didasari pada potensi yang ada di masing-masing pihak yang 
ingin disinergiskan di masa depan. 
 
                                                          
47 Chen Tung Yuan, “An Assesment of China’s Taiwan Policy under Third Generation  
Leadership”, dalam Asian Survey, University of California Press, 2005, hal. 346. 
48Indonesia-Taiwan Perkuat Kerjasama Investasi, 
(http://www.neraca.co.id/article/20265/indonesia-taiwan-perkuat-kerjasama-dan-investasi-
hubungan-ekonomi-bilateral). 
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Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah Negara oleh sebagian besar 
Negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin 
hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, PBB 
sebagai suatu organisasi Internasional yang menaungi seluruh Negara tidak 
mengakui Taiwan sebagai anggotanya. Hal ini membuat banyak Negara di 
berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dalam 
perdagangan, perekonomian, dan ketenaga kerjaan dengan Taiwan termasuk 
Indonesia.  
Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak 
tahun 1960. Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip One 
China Policyatau kebijakan satu Tiongkok, dimana Indonesia mengakui 
Taiwan sebagai bagian dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Artinya, secara 
de jure Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah 
Negara yang berdaulat dan merdeka dari Tiongkok. Namun bukan berarti 
antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama. Hubungan 
antara Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan kerjasama 
perdagangan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin 
hubungan yang baik dengan pemerintah RRC baik hubungan diplomatik 
maupun hubungan kerjasama ekonomi. 
Penerapan kebijakan luar negeri One China Policy merupakan langkah 
wajib untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintahan RRC. Sejak 
kepemimpinan Taiwan beralih kepada Chen Shui Bien pada tahun 2000, 
hubungan antara Indonesia dan Taiwan tidak sebaik pada masa koumintang 
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berkuasa. Menurunnya hubungan secara drastis ini lebih kepada perilaku dan 
sikap Taiwan yang berada pada dilemma antara persoalan geopolitik dan 
geoekonomi.  
Keseluruhan perilaku Taiwan berubah dengan menggunakan ancaman 
ekonomi untuk memperoleh keuntungan diplomasi. Gagalnya kunjungan 
pemimpin Taiwan Chen Sui Bien untuk maksud bisnis pada bulan desember 
tahun 2002 membuat pemerintahan Taiwan berencana melakukian Boikot 
Ekonomi dan Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara tujuan investasi 
Taiwan. Tetapi hal tersebut sangat sulit dilakukan dan hanya sebatas wacana 
yang disebabkan oleh sudah terlalu kuatnya pengaruh perekonomian Indonesia 
terhadap Taiwan. Banyaknya Kerjasama dan Investasi di segala bidang 
diantara kedua Negara menyebabkan hal semacam itu sangat sulit untuk 
dilakukan Taiwan dalam rangka mennggoyahkan kebijakan luar negeri yang 
dianut Indonesia yaitu kebijakan satu Tiongkok atau lebih dikenal One China 
Policy. 
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BAB IV 
SIFAT AMBIVALENSI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI 
INDONESIA TERHADAP ONE CHINA POLICY 
A. Menjalin Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok 
Kerjasama Indonesia telah terjalin dengan berbagai negara di dunia, baik 
secara bilateral, multilateral, maupun regional. Kerjasama bilateral dengan 
beberapa negara terjalin bukan hanya berdasar kepentingan ekonomi, namun juga 
ada kepentingan di bidang lain, seperti politik; hukum; hankam; sosial-budaya. 
Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok pun demikian, yang tidak hanya 
menekankan pada aspek politik, namun juga berusaha terus-menerus 
meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hingga sosial-budaya. 
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok terjalin dengan baik 
hingga pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Meskipun hubungan 
diplomatik kedua negara sempat dibekukan hingga tahun 1990, namun pemulihan 
hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok tetap mengakui kebijakan satu 
Tiongkok seperti sebelumnya, yang disebut one china policy. 
Normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok membuat Indonesia 
melihat hal tesebut sangat penting bagi sektor ekonominya. Pertumbuhan sektor 
ekonomi Indonesia menjadi hal yang sangat penting disebabkan oleh adanya krisis 
di tahun 1997. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang kembali normal 
membuat peluang yang besar bagi Indonesia untuk memperbaiki kondisi sektor 
ekonomi akibat krisis 1997. 
Pemulihan hubungan diplomatik kedua negara juga membuat Tiongkok 
mencapai hal yang diinginkannya, dalam hal ini adalah kepentingan nasionalnya. 
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Interaksi antara Indonesia dan Tiongkok yang kembali normal sangat penting bagi  
Tiongkok untuk mengurangi tekanan dan kecaman Barat setelah peristiwa 
Tiananmen. Kerjasama bilateral dengan Indonesia kembali dibuka dengan tujuan 
untuk mengalihkan pembicaraan dari isu-isu politik internal Tiongkok menjadi isu 
kerjasama ekonomi hingga sosial dan budaya dalam forum internasional. 
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan bahwa 
Indonesia turut mengakui one china policy yang dipegang teguh oleh Tiongkok. 
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok memberi arti bahwa Indonesia 
mengakui kedaulatan Tiongkok sebagai sebuah negara dan mengakui kebijakan 
one china policy. Hal tersebut terlihat dari posisi Indonesia terhadap konflik dua 
Tiongkok, di mana Indonesia mengakui Beijing (saat ini wilayahnya bernama 
Tiongkok) daripada Taipei. Kebijakan tersebut menetapkan hanya ada satu 
Tiongkok yang memiliki aspek legalitas sebagai suatu negara, yaitu Tiongkok 
daratan yang saat ini disebut sebagai Tiongkok. Kebijakan one china policy 
tersebut diakui oleh negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan 
Tiongkok, termasuk Indonesia. 
Indonesia memiliki kepentingan terhadap Tiongkok melalui hubungan 
diplomatiknya melalui kerjasama di bidang Maritim. Pada tahun 2014-2015 pada 
masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia memiliki kepentingan untuk 
menjadi Poros Maritim Dunia. Indonesia melihat Tiongkok sebagai sebuah negara 
yang strategis dengan Jalur Sutera yang melalui wilayahnya. Sehingga, untuk 
mewujudkan kepentingan nasional Indonesia tersebut, Indonesia menandatangani 
MoU dengan Tiongkok. 
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Beberapa kepentingan nasional Indonesia maupun Tiongkok tersebut 
membuat hubungan kerjasama kedua Negara menjadi penting dan masih berjalan 
dengan baik hingga saat ini. Hal itu terlihat dari implementasi visi kebijakan 
politik luar negeriJokowi, yang salah satunya adalah menopang sumber daya 
ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim. Untuk mewujudkan 
kebijakan politik luar negeri Indonesia tersebut, maka kerjasama dengan 
Tiongkok perlu untuk ditingkatkan. 
Hubungan kerjasama dengan Tiongkok tidak hanya dalam bidang politik 
dan sebatas pada pengakuan Indonesia atas one china policy. Kerjasama Indonesia 
dan Tiongkok juga terdapat dalam bidang maritim. Kepentingan nasional 
Indonesia dari kerjasama maritim dengan Tiongkok adalah untuk menjadi poros 
maritim dunia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara 
kepulauan dan memiliki pulau-pulau terluar yang harus dijaga keamanannya. 
Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga rawan terhadap pencurian ikan atau 
illegal fishing sebagai akibat dari perbatasan laut dengan beberapa Negara 
tetangga. Sehingga, kerjasama maritim dengan Tiongkok menjadi hal yang 
penting bagi Indonesia untuk menjaga keamanan wilayah dan kepentingan 
nasional dalam implementasi kebijakan luar negerinya. 
Tidak hanya Indonesia yang memiliki kepentingan nasional terdahap 
hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. Namun juga Tiongkok memiliki 
kepentingan bagi Indonesia dengan memperhitungkan penduduk Indonesia yang 
jumlahnya terbanyak setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Hal itu 
memberi keuntungan bagi Tiongkok untuk memasarkan teknologi yang mereka 
hasilkan ke pangsa pasar yang besar seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia juga 
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dilihat sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan 
diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta sebagai pangsa pasar 
yang menguntungkan. 
Selain daripada itu,  kepentingan nasional Tiongkok dalam kerjasama 
dengan Indonesia di bidang maritim. Tiongkok melihat Indonesia sebagai Negara 
kepulauan yang besar. Hal tersebut juga sebanding dengan sumber daya alam laut 
melimpah yang dimiliki oleh Indonesia. Kerjasama maritim dengan Indonesia 
juga dapat menopang impor sumber daya alam laut ke Tiongkok. Dalam hal ini, 
Tiongkok dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang merupakan salah satu 
Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. 
Terlepas dari kerjasama Indonesia dengan Tiongkok di berbagai bidang, 
maka hal itu tentu menunjukkan bahwa Indonesia mengakui one china policy 
dalam interaksinya di dunia internasional. Indonesia juga mengakui bahwa hanya 
ada satu Tiongkok yang berhak atas legalitas suatu Negara. Sehingga, Negara-
negara yang menjalin kerjasama dengan wilayah bagian dari Tiongkok 
menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang ambivalen, salah satunya adalah 
Indonesia 
Beberapa faktor tersebut membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia 
sangat penting bagi Tiongkok. Berdasarkan salah satu sumber yang menyebutkan 
bahwa Indonesia dan Tiongkok perlu mempertahankan kerjasama yang telah 
tejalin untuk mencapai kepentingan bersama. Seperti yang dikutip dari artikel 
Tiongkok dan Indonesia Kembangkan Kerjasama Bidang Pendidikanyang 
mengatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok harus mempertahan kerja sama yang 
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telah terjalin.49 Hal ini dikarenakan populasi penduduk Indonesia dan Tiongkok 
tergolong besar, sehingga kesejahteraan yang tercapai di kedua negara akan 
berkontribusi penting bagi Asia, bahkan dunia. 
Selain kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia dan Tiongkok juga 
menjalin kerjasama di bidang sosial budaya dan pendidikan. Terlihat dari program 
pertukaran pelajar antara kedua negara; pameran kebudayaan Tiongkok di 
Indonesia, begitu pula sebaliknya; serta pelajar Indonesia yang melanjutkan 
pendidikan dengan memperoleh beasiswa dari Tiongkok. Begitu pula halnya 
dalam bidang politik, yaitu one china policy yang diakui oleh Indonesia sebagai 
kebijakan ‘satu Tiongkok’. 
B. Menjalin Hubungan dengan Taiwan 
Seperti halnya hubungan diplomatik dengan Tiongkok, kerjasama ekonomi 
dengan Taiwan pun memiliki kepentingan yang hendak dicapai oleh Indonesia. 
Hal tersebut merupakan sifat suatu negara pada umumnya yang ingin mencapai 
kepentingan nasionalnya dengan menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk 
kebijakan politik luar negeri. 
Selain Tiongkok, Indonesia juga bekerjasama di bidang ekonomi dengan 
Taiwan sejak tahun 1971. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok telah 
terjalin sejak tahun 1950 pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Artinya, 
kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini mengakui hanya ada satu 
Tiongkok, yaitu Tiongkok dengan berdasar pada one china policy. Kerjasama 
Indonesia dengan Taiwan selama masih diakuinya one china policy oleh 
                                                          
49 Dara Adinda, Tiongkok dan Indonesia Kembangkan Kerja Sama Bidang Pendidikan, 28 
Mei 2015, (http://www.ui.ac.id/berita/tiongkok-jalin-kerja-sama-bidang-pendidikan-dengan-
indonesia.html),diakses pada Selasa, 14 Juni 2016, pukul 21:30 WITA. 
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Indonesia menunjukkan ambivalensi kebijakan politik luar negeri Indonesia 
terhadap one china policy. 
Fakta dan dasar-dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia itulah yang 
mengantarkan tulisan ini untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan kebijakan 
politik luar negeri Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, Indonesia mengakui 
kebijakan one china policy dan mengakui hanya ada satu Tiongkok yang berhak 
atas legalitas suatu entitas negara. Namun di sisi lain, Indonesia juga menjalin 
kerjasama dengan Taiwan. Hal itu disebabkan oleh kepentingan nasional 
Indonesia yang berbeda terhadap Tiongkok maupun Taiwan. Sehingga, kebijakan 
politik luar negeri Indonesia bersifat ambivalen terhadap kebijakan ‘satu 
Tiongkok’. 
Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dan Taiwan bersifat 
ambivalen. Di satu sisi, Indonesia mengakui kedaulatan satu Tiongkok melalui 
one china policy. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia juga menjalin kerjasama 
dengan Taiwan dalam bidang ekonomi. Perbedaan kebijakan politik luar negeri 
Indonesia terhadap Tiongkok dan Taiwan berdasarkan pada kepentingan nasional 
Indonesia terhadap kedua negara tersebut. 
Kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan juga memiliki kepentingan 
nasional di antara kedua pihak, baik Indonesia maupun Taiwan. Kepentingan 
nasional Indonesia terhadap Taiwan, adalah meningkatkan kerja sama ekonomi. 
Taiwan merupakan salah satu negara papan atas di dunia dengan pertumbuhan 
jangka panjang dan perkembangan teknologi. Indonesia membutuhkan investasi 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi permintaan pasar dalam 
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negeri. Sehingga, Taiwan berperan penting dalam mempertajam pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 
Selain itu, Taiwan juga memiliki usaha kecil dan menengah yang berperan 
penting dalam menunjang perekonomian nasionalnya. Hal itu menunjukkan 
bahwa perekonomian domestik yang stabil tentu berbanding lurus dengan neraca 
pertumbuhan ekonominya. Faktor-faktor tersebut yang membuat Indonesia 
memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan Taiwan untuk meningkatkan 
perekonomian Indonesia. 
Selain itu, jalur perdagangan yang mudah antara wilayah Indonesia dan 
Taiwan menjadi faktor kedua bagi kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan. 
Jalur perdagangan antara Indonesia dan Taiwan sangat penting untuk 
mengirimkan barang-barang melalui jalur laut maupun jalur udara. Hal tersebut 
didukung dengan penjelasan dalam Jurnal Luar Negeri: Taiwan-Indonesia: To be 
or not to be50, bahwa kedekatan geografis antara Indonesia dan Taiwan 
mempermudah integrasi perpindahan modal, barang-barang dan tenaga kerja di 
antara kedua negara. 
Kepentingan nasional Indonesia atas kerjasama ekonominya dengan 
Taiwan adalah dengan melihat bahwa Taiwan merupakan negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tercepat yang telah memproduksi banyak teknologi yang 
kompetitif. Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-12 Taiwan dan 
menjadi negara sumber impor terbesar ke-9 bagi Taiwan (data tahun 2014). 
                                                          
50 Budi Akmal Djafar, Jurnal Luar negeri : Taiwan-Indonesia : To be or not to be. Edisi 
Januari-Juni 2013, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri 
Republik Indonesia, hal. 74. 
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Kepentingan nasional Taiwan terhadap Indonesia adalah terkait wewenang 
dan komunitas bisnis dengan menjadi investor terbesar kedua di Indonesia51. 
sekitar 5000 tenaga kerja Taiwan yang bekerja di Indonesia. kepentingan nasional 
Taiwan terlihat dari tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
maksimal. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadi tujuan 
Taiwan mengirimkan tenaga kerja mereka untuk bekerja di Indonesia. Selain itu, 
jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang 
menguntungkan bagi Taiwan. 
Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi satu kebijakan 
memiliki makna yang ganda. Kebijakan one china policy dimaknai oleh Indonesia 
dengan mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok yang berhak atas legalitas 
suatu entitas negara. Sehingga, kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap 
one china policy menjadi ganda, atau ambivalen, ketika Indonesia juga 
bekerjasama dengan Taiwan. 
Sifat ambivalensi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap one 
china policy terjadi ketika ada kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan 
Taiwan. Dalam hal ini Taiwan merupakan negara yang tidak diakui kedaulatannya 
oleh Tiongkok. Selama ini, Taiwan ingin menjadi negara yang berdaulat dari 
Tiongkok. Kebijakan satu Tiongkokatau one china policy menegaskan bahwa 
Taiwan bukan merupakan sebuah entitas yang disebut negara. Taiwan adalah 
sebuah wilayah yang termasuk dalam kedaulatan negara Tiongkok. Bekerjasama 
dengan Taiwan sama halnya mengakui kedaulatannya sebagai sebuah negara. 
                                                          
51Ibid, hal. 73. 
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Sehingga, hal tersebut membuat sifat ambivalensi kebijakan politik luar negeri 
Indonesia menjadi semakin jelas. 
Akan tetapi, kerjasama Indonesia yang terjalin dengan Taiwan adalah 
kerjasama di bidang ekonomi, yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kepentingan ekonomi 
yang mendasari Indonesia melihat Taiwan sebagai salah satu peluang untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khusunya dalam hal teknologi 
informasi dan komunikasi. Kerjasama ekonomi tersebut  tidak mesti mengakui 
Taiwan sebagai suatu negara, karena Indonesia tidak bekerjasama secara politik. 
Adapun permasalahan Taiwan dengan Tiongkok, Indonesia melihat hal tersebut 
sebagai masalah domestik keduanya yang tidak ada urusannya dengan 
kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan 
Nanto Sriyanto, S.IP., MA.  yang mengatakan bahwa, 
Tidak sama. Taiwan ya Taiwan. Taiwan itu kita anggap bukan 
sebuah negara. Adapun urusan Taiwan dengan China mainland 
adalah urusan dalam negeri. Walaupun Indonesia memiliki  
hubungan yang baik dengan rezim di Taiwan, seperti kita 
mengirimkan banyak TKI ke sana serta banyak pelajar Indonesia 
yang ada di sana. Namun Taiwan tetap bukan negara tersendiri. 
Selama ini tidak ada ketegangan pada rezim di Taiwan. 
Masyarakatnya pro status quo, artinya mereka tidak terlalu 
gembar-gembor soal kemerdekaan. Dengan adanya status quo di 
kedua wilayah politik ini, bisnis tetap bisa berjalan dan tidak ada 
tekanan politik.52 
 
Indonesia melihat bahwa masalah domestik antara Tiongkok dan Taiwan 
sebagai masalah kedua wilayah merupakan urusan dalam negeri mereka. Bukan 
hanya terkait kebijakan one china policy, permasalahan yang terjadi antara 
Tiongkok dan Taiwan juga mengenai Konsensus 1992. Konsensus tersebut 
                                                          
52 Hasil wawancara dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA., peneliti pada Pusat Penelitian 
Politik LIPI, 31 Mei 2016. 
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mengikat Taiwan untuk tunduk pada kebijakan one china policy yang dibuat oleh 
Tiongkok daratan, dalam hal ini Tiongkok. Konsensus 1992 merupakan 
kesepakatan antara Tiongkok dan Taiwan, di mana kedua pihak sepakat untuk 
mengakui hanya ada satu Tiongkok. Namun masing-masing pihak juga dapat 
menginterpretasikan prinsip ‘satu Tiongkok’ tersebut secara individu. Artinya, 
konsensus tersebut memberi ruang kepada Taiwan untuk melaksanakan kegiatan 
dan kerjasama ekonomi dibandingkan terus-menerus berkonflik menginginkan 
kemerdekaannya dari Tiongkok. 
Konsensus 1992 tersebut merupakan salah satu hal yang mengantarkan 
Indonesia agar dapat bekerja sama dengan Taiwan. Melalui konsensus tersebut, 
Taiwan diberikan kebebasan ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga, 
Indonesia melihat peluang kerjasama di bidang ekonomi perdagangan dengan 
Taiwan meskipun Indonesia masih mengakui kebijakan one china policy. 
Sehingga, Indonesia menunjukkan sifat ambivalensinya melalui kebijakan politik 
luar negerinya terhadap one china policy dengan bekerjasama di bidang ekonomi 
dengan Taiwan. Di sisi lain, Indonesia tetap menghargai kebijakan one china 
policy dengan tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Selain 
itu, kegiatan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan dapat berjalan dengan baik 
tanpa adanya tekanan politik yang membuat Indonesia dapat mencapai 
kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 
kerjasama Indonesia-Taiwan, sementara Indonesia tetap dapat mempertahankan 
hubungan dipomatiknya dengan Tiongkok. 
Permasalahan pengakuan diplomatik Taiwan sebagai sebuah negara sama 
halnya yang dialami oleh Hongkong yang juga menginginkan pengakuan sebagai 
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wilayah yang berdaulat dari Beijing, seperti yang dikemukakan oleh Nanto 
Sriyanto, S.IP., MA. bahwa, 
Hubungan diplomatik berbeda dengan hubungan Ekonomi. 
Pertama ada pengakuan kedaulatan wilayah. Sampai sekarang, Hongkong 
itu mandiri secara ekonomi, ada mata uang sendiri, yaitu Dollar 
Hongkong, walaupun sudah bergabung dengan China sejak tahun 1999. 
Artinya secara entitas ekonomi, Hongkong tetap ada, walaupun secara 
politik Hongkong itu dibawah Beijing. Sama halnya dengan Taiwan dan 
Beijing. Bahkan sampai sekarang mereka masih berhadapan secara senjata. 
Di selat itu (Selat Taiwan) ada satu pulau yang dibombardir oleh Tiongkok 
lalu menjadi homebase marinirnya Taiwan, dan sampai sekarang masih 
ada. Hal itu menunjukkan sisa-sisa ketegangan antara Tiongkok dan 
Taiwan. Namun hubungan hukum dagang tidak mempengaruhi hal 
tersebut.53 
 
Sifat ambivalensi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap one 
china policy terlihat jelas dari kerjasama ekonomi dengan Taiwan yang meski 
dianggap tidak dipermasalahkan oleh Tiongkok. Selama tidak ada kunjungan 
kenegaraan secara resmi, maka Indonesia tetap dipandang mengakui dan 
menyepakati kebijakan one china policy. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
yang diperoleh dalam wawancara dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA. yaitu, 
Tidak ada protes dari China mainland selama kerjasama itu bukan 
kerja sama diplomatik. Sangat lumrah Taiwan punya investasi di 
mana-mana, bahkan investasi terbesar Taiwan itu salah satunya di 
China mainland. Kita (Indonesia) tidak pernah mengakui mereka 
sebagai negara. Namun, pada saat Taiwan berkunjung ke 
Indonesia, tepatnya di Batam, kejadian ini dikecam oleh RRT 
sehingga kepala Negara Taiwan saat itu langsung kembali ke 
negaranya 
 
Dalam hal ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia akan memberi 
dampak bagi hubungan kerjasama dari kedua pihak, baik Tiongkok maupun 
Taiwan. Tiongkok akan mempermasalahkan kerjasama Indonesia jika terdapat 
kunjungan kenegaraan ke wilayah masing-masing. Meskipun kejasama Indonesia 
                                                          
53 Hasil wawancara dengan Nanto Sriyanto, S.IP., MA., peneliti pada Pusat Penelitian 
Politik LIPI, 31 Mei 2016. 
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maupun Taiwan hanya di bidang ekonomi dan investasi, maka hal tersebut juga 
menjadi masalah bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Di mana, 
kebijakan luar negeri Indonesia yang dapat bekerjasama secara ekonomi dengan 
Taiwan namun tetap mengakui kebijakan one china policy. 
Sifat ambivalensi kebijakan politik luar negeri Indonesia terlihat ketika 
Indonesia mengakui Taiwan sebagai sebuah negara dan menjalin hubungan 
diplomatik. Hal itu tentu memberi dampak bagi kerjasama dengan Taiwan di 
mana Indonesia tidak dapat menerima kunjungan diplomatik. Hal tersebut 
disebabkan karena Indonesia menyepakati kebijakan one china policy. Sehingga 
kerjasama yang terjalin hanya di bidang ekonomi dengan Taiwan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Nanto Sriyanto, S.IP., MA. bahwa, 
Justru hubungan kerjasama dengan Taiwan tidak pernah luntur. 
Kita kadang-kadang terlalu pusing menganggap one china policy 
apakah bisa bekerjasama dengan dua negara itu atau satu saja. 
Intinya adalah selama hubungan diplomatik kita masih mengakui 
Beijing, maka masalah selesai. So far, memang tidak pernah ada 
insiden. Kecuali beberapa kunjungan presiden Taiwan yang 
mendarat di Batam lalu menimbulkan ketegangan, paling seperti 
itu saja. Intinya, sejak Beijing menjadi wakili tetap China di PBB, 
memang Beijing menerapkan bagaimana supaya dunia ini semakin 
memisah dari Taiwan. Problem Taiwan bukan cuma satu-satunya, 
banyak juga entitas politik yang bukan negara. Dan Taiwan adalah 
salah satu bentuknya.  
 
Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok memberi kesempatan pada 
Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam hal Poros Maritim 
Dunia yang bersinergi dengan Jalur Sutera di wilayah Tiongkok. Di sisi lain, 
kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dengan Taiwan akan memberi peluang 
dan kesempatan kepada Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
khususnya pada produk-produk teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, 
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Indonesia juga diuntungkan dengan penyerapan tenaga kerja ke Taiwan, begitu 
pula sebaliknya. 
Hal yang mendasari kebijakan politik luar negeri Indonesia bersifat 
ambivalen adalah dengan memperhitungkan posisinya di dunia internasional. 
Berdasarkan tulisan Landasan dan Prinsip Politik luar Negeri Indonesia54 yang 
menyatakan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada posisi kekuasaan yang kuat 
dalam hubungan internasional terhadap negara-negara di sekitarnya, karena dapat 
mempengaruhi life line mereka. Ditambah dengan potensi sumber daya alam yang 
besar, baik dalam bentuk penyediaan pangan, dan bahan baku energi. Sehingga, 
Indonesia dapat menentukan kebijakan politik luar negerinya berdasarkan pada 
letak geografis dan potensi sumber daya alam yang idmilikinya. Dengan 
memperhitungkan posisi Indonesia yang mempengaruhi wilayah-wilayah 
perbatasan negara-negara lain, maka Indonesia memandang perlu untuk 
mempertahankan hubungan kerjasama dengan Tiongkok maupun Taiwan. 
Permasalahan yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan tidak 
mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, maupun kerjasama 
ekonomi Indonesia-Taiwan. Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia menganut 
prinsip non-interference ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara anggota 
ASEAN, di mana prinsip yang disepakati oleh negara-negara anggotanya adalah 
prinsip non-interference, yaitu tidak turut campur dalam urusan domestik negara 
lain. Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Luar negeri : Taiwan-Indonesia : To 
be or not to be55 , bahwa sebagai bagian dari ASEANyang didirikan dari prinsip 
non-interference dan menghormati urursan dalam negeri masing-masing negara. 
                                                          
54 Athiqah Nur Alami, “Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia”, op.cit., hal. 
47. 
55 Budi Akmal Djafar, op.cit., hal. 78-79. 
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Pertumuhan ekonomi ASEAN dan hubungan politik dengan Tiongkok telah 
mengesampingkan Taiwan di luar dari regional ASEAN itu sendiri. Dalam hal ini, 
Indonesia sebagai negara anggota ASEAN tidak turut campur dalam masalah 
internal antara Tiongkok dan Taiwan. 
Prinsip non-interference yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan 
kebijakan politik luar negerinya membuat hubungan diplomatik berbeda dengan 
hubungan ekonomi. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok tetap berjalan, 
namun di sisi lain bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan Taiwan. Tiongkok 
mempermasalahkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Sehingga 
hubungan kerjasama ekonomi dan investasi Indonesia dengan Taiwan bersifat 
ambivalen. 
Kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan sangat penting bagi Indonesia 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua negara saling membutuhkan 
pertukaran sumber daya manusia dan transfer teknologi untuk memenuhi 
permintaan domestik maupun pasar internasional. Namun hal tersebut juga tidak 
membuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok menjadi bermasalah. 
Hal tersebut disebabkan dengan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan sebatas 
pada kerjasama di bidang ekonomi. 
Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan tentu 
dipermasalahkan oleh Tiongkok. Alasannya adalah Indonesia menjalin hubungan 
kerjasama dengan Taiwan layaknya sebagai sebuah negara. Di sis lain, Indonesia 
tetap mengakui one china policy, di mana Indonesia dapat membedakan hubungan 
diplomatik dan hubungan ekonomi. Hal tersebut yang membuat ambivalensi 
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terlihat jelas.Seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Nanto Sriyanto, 
S.IP., MA. yang mengatakan bahwa, 
 
Hubungan ekonomi sama sekali berbeda dengan hubungan politik. 
Sampai saat ini Taiwan tetap berusaha mengembangkan hubungan 
diplomatik, tapi tidak semua negara mau menerima tawaran dari 
Taiwan. Indonesia sejak awal kemerdekaan telah memegang teguh 
one china policy. Karena keterbatasan alat komunkasi waktu itu, 
Beijing menduga kita ada kelanjutan dari Netherlands indische. 
Baru setelah itu ada perwakilan diplomatik. Bahkan Indonesia 
lebih dulu menjallin kerjasama dengan  Beijing daripada Taiwan. 
Hubungan dengan Taiwan tetap dijaga karena mereka punya 
potensi ekonomi. Salah satu kelebihan Taiwan adalah mereka 
punya Small Medium Enterprise yang cukup bagus. Perusahaan-
perusahaan yang seperti ASUS adalah contoh smal l medium 
enterprise. 
 
 
Hubungan ekonomi dengan Taiwan tentu berbeda dengan hubungan 
diplomatik secara politik yang dijalin oleh Indonesia dengan Tiongkok. 
Kepentingan Indonesia terhadap Taiwan terlihat jelas dari kepemilikan small 
medium enterpise Taiwan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan 
sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Taiwan. Sehingga, Indonesia hal 
tersebut sebagai sebuah peluang untuk mempertahankan kerjasama di bidang 
ekonomi dengan Taiwan. 
Hal lainnya yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dalam bidang 
ekonomi adalah dengan menjadikan Taiwan sebagai partner dagang dalam 
hubungan kerjasama ekonomi dan investasi dibanding perdagangan Indonesia 
dengan Tiongkok. Hubungan kerjasama di bidang perdagangan antara Indonesia 
dan Tiongkok berjalan hanya satu arah. Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal 
Luar negeri : Taiwan-Indonesia : To be or not to be56 , bahwa perdagangan 
                                                          
56 Budi Akmal Djafar, op.cit., hal. 79. 
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Indonesia dengan Tiongkok sebagian besar hampir berjalan seperti satu arah, 
dengan barang-barang manufaktur yang kebanyakan masuk ke pasar Indonesia. 
hal tersebut membuat persaingan harga di pasar domestik dan membuat 
komoditas-komoditas hasil Indonesia menjadi tidak kompetitif. 
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia melihat Taiwan sebagai partner 
dagang yang banyak mengirimkan tenaga kerja dengan negara mitra 
kerjasamanya. Peluang tersebut digunakan oleh Indonesia untuk memaksimalkan 
kerjasama perdagangan ekonomi maupun investasi dengan Taiwan. Sehingga, 
kebijakan poitik luar negeri Indonesia bersifat ambivalen. 
Akan tetapi, hubungan kerjasama perdagangan ekonomi dengan Taiwan 
tidak memberi dampak yang buruk bagi hubungan diplomatik dan kerjasama 
dengan Tiongkok. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Indonesia pada masa 
kepemimpinan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono untuk merumuskan sebuah 
pertumbuhan yang berkelanjutan dengan seadil-adilnya dalam kerjasama di 
bidang perdagangan ekonomi dan investasi. Di mana, pertumbuhan ekonomi 
mampu dikembangkan hingga ke masyarakat kelas menegah; mengurangi 
kelaparan; serta melindungi sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh 
Indonesia. Sehingga, kerjasama yang dihasilkan dapat pro terhadap pekerja; pro 
terhadap masyarakat kelas bawah; hingga pro terhadap lingkungan. 
Strategi pembangunan tersebut menjadi bagian dari kebijakan politik luar 
negeri Indonesia sehingga memperkuat kerjasama ekonomi perdagangan dengan 
Taiwan. Hubungan kerjasama bilateral dengan Taiwan merupakan sebuah peluang 
bagi Indonesia untuk membuat nilai kapasitas produksi menjadi lebih tinggi. 
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Tidak hanya dengan memaksimalkan hasil sumber daya alam yang ada, namun 
juga memperkuat sumber daya manusia. 
Kepentingan nasional Indonesia yang dituangkan ke dalam kebijakan 
politik luar negerinya tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin 
memaksimalkan sumber daya alam yang sifatnya terbatas untuk memenuhi 
permintaan pasar dari mitra kerjasama di bidang perdagangan ekonomi. Indonesia 
memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
dalam hal transfer teknologi. Karena, tujuan utama dari kerjasama perdagangan 
Indonesia tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan komoditas-komoditas 
hasil dari sumber daya alam. Sehingga, transfer teknologi dan potensi sumber 
daya manusia sangat diperlukan dalam hal menjadi mitra kerjasama Indonesia 
dalam bidang perdagangan. Sehingga, Indonesia memperkuat kerjasama 
perdagangan ekonomi dengan Taiwan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok meliputi bidang 
politik; ekonomi; sosial budaya dan maritim. 
Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dan masih 
berlangsung hingga pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa 
perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Tiongkok, 
seperti kerjasama di bidang ekonomi, dalam hal ekspor impor; kerjasama 
di bidang sosial budaya, dalam hal pertukaran pelajar kedua negara. 
Hingga saat ini, di masa pemerintahan presiden Jokowi, Indonesia dan 
Tiongkok meningkatkan kerjasama di bidang maritim.  
Hal tersebut membuat Indonesia tentu mengakui kebijakan one 
china policy sebagai hubungan diplomatik di bidang politik dengan 
Tiongkok. Sehingga, Indonesia mengakui hanya ada satu Tiongkok yang 
berhak atas legalitas sebuah negara. 
2. Hubungan Indonesia dan Taiwan dalam bentuk kerjasama ekonomi. 
Hubungan kerjasama Indonesia dan Taiwan terjalin di bidang 
ekonomi karena adanya Konsensus 1992, yang merupakan peraturan yang 
disepakati oleh Tiongkok dan Taiwan tersebut memberi ruang aktivitas 
pada Taiwan dalam bidang Ekonomi. Sehingga, hal tersebut mendorong 
aktivitas hingga kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk 
Indonesia meskipun telah menjalin hubungan diplomatik dengan 
Tiongkok yang dalam hal ini masih mengakui one china policy. 
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3. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang ambivalen akibat hubungan 
Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Taiwan. 
Sifat ambivalensi Indonesia terlihat dari kebijakan politik luar 
negerinya terhadap one china policy. Kebijakan politik luar negeri 
Indonesia mengakui kebijakan satu Tiongkok. Namun di satu sisi, 
Indonesia menjalin kerja sama dengan Taiwan. Alasan kebijakan luar 
negeri Indonesia bersifat ambivalen adalah kepentingan nasional terhadap 
Tiongkok maupun Taiwan.  
Indonesia memiliki kepentingan terhadap Tiongkok melalui 
hubungan diplomatiknya. Indonesia ingin meningkatkan hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok yang memiliki Jalur Sutera yang strategis. 
Selain kepentingan tersebut, Indonesia juga mempertahankan kerjasama 
dengan Tiongkok karena penduduk kedua negara tergolong besar dan 
berkontribusi untuk kesejahteraan bagi kedua negara, bahkan ke wilayah 
Asia.  
Sedangkan kepentingan nasional Indonesia terhadap Taiwan adalah 
untuk meningkatkan pertumubuhan ekonomi, khususnya di bidang 
teknologi dan informasi.  Indonesia membutuhkan investasi teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memenuhi permintaan pasar dalam 
negeri. Dalam hal ini, Taiwan berperan dalam mempertajam pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.  
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B. Saran-Saran 
1. Indonesia dan Tiongkok perlu meningkatkan kerjasama di bidang transfer 
teknologi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Kerjasama kedua negara jangan hanya bersifat satu arah, namun juga dua 
arah. Sehingga, perekonomian kedua negara secara kualitas dan kuantitas 
dapat diuntungkan.  
2. Indonesia dan Taiwan perlu mempertahankan bahkan meningkatkan 
kerjasama alih teknologi diantara kedua negara. Sehingga, kualitas 
sumber daya manusia Indonesia maupun Taiwan dapat menopang 
pertumbuhan ekonomi kedua negara. 
3. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat ambivalen terhadap 
one china policy hendaknya tidak dipandang sebagai hal yang merugikan 
bagi hubungan Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Taiwan. Permasalahan 
Tiongkok-Taiwan adalah masalah internal dan Indonesia tidak memiliki 
hak untuk mengintervensinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Apa yang dimaksud dengan One China Policy itu? Atau dengan kata lain apa 
Benang merah dari one china policy? 
 
2. Hubungan kerjasama Indonesia dan Taiwan beberapa tahun terakhir sangat 
jelas. Apakah hal ini berdampak pada hubungan Indonesia dengan 
Tiongkokmainland? Apakah mereka tidak berfikir bahwa kerjasama tersebut 
sebagai sebuah ancaman? 
 
3. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kementerian luar 
memisahkan laporan China dan Taiwan. Jadi Indonesia seolah-olah mengakui 
bahwa Taiwan itu sebuah negara yang berbeda dengan China mainland. 
Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut? 
 
4. Apakah pada pemerintahan saat ini atau di pemerintahan Taiwan sebelumnya 
yang sangat serius pro terhadap persoalan kemerdekaan? 
 
5. Jadi, jikalau melihat hubungan kerjasama, Indonesia terlihat gencar 
bekerjasama dengan Tiongkok. Apakah hal ini tidak berdampak pada 
kerjasama Indonesia dengan Taiwan? 
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PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - TAIWAN 
BULAN  :  JANUARI  2011  
 
A.    Perkembangan perekonomian dan perdagangan Taiwan 
1.      Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Taiwan pada saat ini 
telah mencapai US$ 823,6 miliar, dengan kontribusi terbesar dari sektor 
jasa sebesar 67,5%. Diikuti kontribusi sektor industri sebesar 31,1%. 
Sektor pertanian memberikan kontribusi terkecil, yakni hanya sebesar 
1,4%. Sedangkan inflasinya (berdasarkan harga konsumen) tercatat 
sebesar 1%, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,71%. Pada saat ini, 
jumlah penduduk Taiwan telah mencapai 23.071.779 jiwa.  
2.      Surplus perdagangan Taiwan dengan Dunia mengalami penurunan 
sebesar 24,84% menjadi US$ 1,8 miliar pada bulan Januari 2011, 
disebabkan pertumbuhan impornya lebih cepat dari pertumbuhan 
ekspornya, yakni sebesar 21,92%, sedangkan ekspornya tumbuh hanya 
sebesar 16,55%. Penurunan surplus neraca perdagangan Taiwan juga, 
akibat laju pertumbuhan impor migasnya yang lebih tinggi dari ekspor 
migasnya, masing-masing 9,99% dan - 1,20%.  
3.      Nilai perdagangan Taiwan pada bulan  Januari  2011 tercatat US$ 
48,79 miliar, naik 19,08% dibanding nilai bulan yang sama tahun 2010. 
Nilai perdagangan Taiwan pada bulan Januari 2011 ini, didominasi 
perdagangan non migas yang mencapai US$ 42,66 miliar atau sebesar 
87,43% dari total nilai perdagangannya, sedangkan perdagangan migasnya 
sebesar US$ 6,13 miliar hanya sebesar 12,57% dari total nilai 
perdagangannya pada bulan Januari 2011 ini. 
4.       Menurut Komisi Investasi Departemen Perekonomian, selama 
triwulan pertama tahun 2011, Penanaman Modal Asing /FDI yang telah 
disetujui sebanyak 533 proyek, dengan total nilai investasi sebesar US$ 
1.060,51 juta. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 
lalu, terdapat kenaikan dalam jumlah proyek sebesar 22,53%, namun 
mengalami penurunan sebesar 34,11% dalam jumlah nilai investasi. 
Investasi yang masuk dari RR China sampai dengan saat ini, sebanyak 130 
proyek dan total nilai investasinya sebesar US$ 145,66 juta. 
 
B.     Perkembangan perdagangan bilateral Taiwan dengan Indonesia 
1.      Trend nilai perdagangan Taiwan dengan Indonesia selama 5 tahun 
terakhir (2006-2010) adalah sebesar 6,14%. Trend ekspor Taiwan ke 
Indonesia mencapai 13,69% (trend ekspor migas sebesar 35,6% dan trend 
77 
 
ekspor non migas sebesar 7,58%). Sedangkan, trend impor Taiwan dari 
Indonesia adalah sebesar 1,90% (trend impor migas sebesar 2,07%, dan 
trend impor non migas sebesar 1,32%) . 
2.      Perkembangan perdagangan Indonesia dengan Taiwan pada bulan 
Januari 2011 masih tercatat surplus bagi Indonesia sebesar US$ 65,03 
miliar, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 
67,42% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Untuk 
perdagangan luar negerinya, pada bulan Januari 2011 ini, pertumbuhan 
ekspor Indonesia ke Taiwan lebih kecil dibanding impornya. Ekspor hanya 
tumbuh sebesar 1,51%, sedangkan impornya tumbuh sebesar 45,67%.  
C.    Kebijakan ekonomi dan perdagangan Taiwan 
1.      Kementerian Ekonomi Taiwan (MOEA) melalui rapatnya telah 
mengeluarkan pernayataan (statemen) bahwa pemerintah Taiwan berupaya 
mencegah masuknya produk keramik (HS 6907 & 6908) dari RR China ke 
Taiwan melalui negara ketiga. Pada tahun 2010 telah terdapat perbedaan 
data statistik antara total nilai impor keramik di Taiwan dengan total nilai 
ekspor keramik mitra dagang Taiwan, termasuk Vietnam dan Indonesia 
yang menggambarkan bahwa data impor Taiwan lebih banyak daripada 
data ekspor mitra dagang Taiwan, dan disinyalir terdapat pemasukan 
produk2 keramik tersebut diatas dari RR China ke Taiwan, dengan 
menggunakan dokumen-dokunen mitra dagang Taiwan tersebut yakni 
Vietnam dan Indonesia. 
2.      Sesuai dengan peraturan ”Regulations Governing the Determination 
of Country of Origin of an Imported Good” dan Directions for the 
Customs Determining Country of Origin on Imported Goods” pihak Bea 
Cukai Taiwan mewajibkan eksportir produk sensitif (termasuk keramik) 
yang berasal dari Vietnam, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara 
lainnya untuk pemeriksaan yang mencakup : terteranya Negara sal produk, 
informasi pergerakan kapal pengangkut produk, sertifikat Country Of 
Origin (COO), termasuk informasi peralatan mesin, kapasitas produksi, 
dsb. Pemeriksaan Negara asal produk merupakan proses yang sangat ketat, 
dan pihak Taiwan akan mengacu kepada informasi yang disediakan oleh 
kantor perwakilan Taiwan di Negara asing dan kantor perwakilan Negara 
asing di Taiwan untuk memberikan verifikasi mengenai Negara asal 
produk. Dokumen yang berasal dari Vietnam dan Indonesia harus melalui 
proses legalisir kantor perwakilan Taiwan di kedua Negara tersebut. 
D.    Lain-lain 
1.      Pihak Bea Cukai Taiwan telah meinta bantuan kantor perwakilan 
Taiwan di Negara asing dan kantor perwakilan Negara asing di Taiwan 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 buah produk keramik. Hal ini 
merupakan indikasi pentingnya penyelesaian kasus produk keramik di 
Taiwan oleh berbagai pihak terkait. Diharapkan agar pemerintah Vietnam 
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dan Indonesia lebih memperketat kontrol terhadap badan penerbit 
sertifikat COO untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen. Apabila 
dokumen COO terbukti palsu, maka diharapkan pemerintah Indonesia dan 
Taiwan mencabut ijin lembaga penerbit sertifikat COO dimaksud. Apabila 
ada lembaga penerbit sertifikat Taiwan yang sengaja mengeluarkan 
dokumen COO palsu, maka sertifikat tersebut akan dibatalkan dan 
lembaga penerbit sertifikat terkait tersebut akan menerima sanksi.  
2.      Forum kerjasama pengembangan Morotai antara Indonesia dengan 
Taiwan. 
Dalam forum tersebut telah dibahas mengenai tantangan dan kendala yang 
dihadapi khususnya tentang penerbangan langsung antara Taiwan dan 
Morotai, pajak peralatan, prosedur imigrasi, masalah perijinan 
penangkapan ikan di perairan Indonesia, pembangkit listrik dan persediaan 
air untuk proyek Morotai. Delegasi Rep. Indonesia (DELRI) telah 
memberi jawaban atas tantangan dan kendala yang akan dihadapi tersebut, 
yang menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia 
menindaklanjuti kerjasama Morotai. Pihak Indonesia dan Taiwan 
bersepakat bekerjasama di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, 
pariwisata serta logistik pada proyek Morotai. Hasil pertemuan DELRI 
dengan semua pejabat Taiwan adalah adanya kesepakatan dan komitmen 
untuk merealisasikan segera kerjasama di Morotai, antara lain dalam 
bidang perikan, food security. Di Indonesia yang bertindak sebagai focal 
point adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan di pihak 
Taiwan adalah ICDF. 
  
Sumber : Laporan KDEI Taipei (Taiwan), Maret 2011 ( 
 
